
SALINAN

BUPATI KEDIRI
PROVINSI JAWA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang

BUPATI KEDIRI,

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 222 /PMK.O7 /2020 tentang
Pengelolaan Dana Desa, Nota Dinas Kepala Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
Kabupaten Kediri tanggal 18 Januari 2021 Nomor
412.61242/418.2412021 perihal Rencana Pelaksanaan
Dana Desa di Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2021 dart
Berita Acara Nomor 412.61415 /418.2412021 tentang Hasil
Rapat Koordinasi Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD)
dan Dana Desa Pemerintah Kabupaten Kediri Tahun
Anggaran 2021 tatggil 28 Januari 202 l, perlu mengatur
Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa
Setiap Desa serta Pedoman Teknis Prioritas Penggunaan
Dana Desa di Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2027 ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana
Desa Setiap Desa serta Pedoman Teknis Prioritas
Penggunaan Dana Desa di Kabupaten Kediri Tahun
Anggaran 2O2l ;

Mengingat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan
Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan kmbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19,
Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor
273O1;
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PERATURAN BUPATI KEDIRI
NOMOR 5 TAHUN 2021

TENTANG
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

SETIAP DESA SERTA PEDOMAN TEKNIS PRIORITAS PENGGUNAAN
DANA DESA DI KABUPATEN KEDIRI TAHUN ANGCARAN 2O2I
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2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20f1 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (kmbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2O11 Nomor A2

Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang
Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan(kmbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183. Tambahan
l.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398) ;

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
7 Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
s49s) ;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2O14 Nomor 244, Tarrrbat.an Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2O15 Nomor 58, Tambahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 56791 ;

6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2O2O tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2O21
(tembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
239 Tambahan [rmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6570) ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2O14 Nomor 123, Tambahan kmbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor
11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2Ol4 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
20ll tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 199);
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MEMUTUSI(AN:

PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN
PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA SERTA
PEDOMAN TEKNIS PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA DI
KAI}UPATEN KEDIRI TAHUN ANGGARAN 2021

BAI} I
KETENTUAN UMUM

Pasal I
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimal<sud dengan :

1. Desa adaiah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki
batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan
mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat
setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul,
dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam
sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

9. Peraturan Presiden Nomor I 13 Tahun 2020 tentang
Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun
Anggaran 2021 (lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 266) ;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036 l,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2Ol8 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2O15 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157 );

I 1 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018, Nomor 6 I 1);

12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang prioritas
Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2O2O, Nomor 1035);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020
tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O, Nomor 1496);

14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.OT /2O2O
tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahur, 2O2O, Nomor 1641) ;

15. Keputusan Direktur Jenderal Pembangunan dan
Pemberdayaan Masyarakat Desa Nomor 303 Tahun 2020
tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Direktur
Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat
Desa Nomor 30 Tahun 2O76 tentang Status Kemajuan dan
Kemandirian Desa ;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan perangkat Daerah
Kabupaten Kediri (kmbaran Daerah Kabupaten Kediri
Tahun 2016 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Kediri Nomor 147) ;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2O2O
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2O2l (kmbaran Daerah Kabupaten Kediri
Tahun 2020 Nomor 5 );

Menetapkan
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2.Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi
Desa yarrg ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai
penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan,
pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaal
masyarakat.

3. Alokasi Dasar adalah alokasi yang dihitung berdasarkan
persentase tertentu dari anggaran Dana Desa yang dibagi
secara merata kepada setiap Desa berdasarkan klaster
jumlah penduduk.

4. Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang diberikan kepada Desa
Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah
penduduk miskin tinggi.

5. Alokasi Kinerja adalah alokasi yarrg diberikan kepada desa
yang memiliki hasil penilaian kine{a terbaik.

6. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung berdasarkan
indikator jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa,
luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geogralis Desa
setiap kabupaten.

7. Indeks Kesulitan Geografis Desa yang selanjutnya disebut
IKG Desa adalah angka yang mencerminkan tingkat
kesulitan geografis suatu Desa berdasarkan variabel
ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur,
transportasi, dan komunikasi.

8. Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul adalah hak
yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa
Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan
perkembangan kehidupan masyarakat.

9. Kewenangan Lokal Berskala Desa adalah kewenangan untuk
mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang
telah dijalankan oleh Desa, mampu dan efektif dijalankan
oleh Desa, atau yang muncul karena perkembangan Desa
dan prakasa masyarakat Desa.

lO. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan
Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur
masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan
Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat
strategis.

1 I . Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat
Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

12. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam
sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

13. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kuatitas
hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya
kesej ahteraan masyarakat Desa.

14. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya
mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan
masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap,
keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta
memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan,
program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan
esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
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15. Rencana Ke4'a Pemerintah Desa, yang selanjutnya disebut
RKP Desa, adalah dokumen perencanaan Desa untuk
periode 1 (satu) tahun.

16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya
disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan
Pemerintahan Desa.

17. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan
yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan
kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.

18. Desa Mandiri adalah Desa maju yang memiliki kemampuan
melaksanakan pembangunan Desa untuk peningkatan
kualitas hidup dan kehidupan sebesarbesamya
kesejahteraan masyarakat Desa dengan ketahanan ekonomi,
dan ketahanan ekologi secara berkelanj utan.

19. Desa Tertinggal adalah Desa yang memiliki potensi sumber
daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum, atau kurang
mengelolanya dalam upaya peningkatan kesejahteraan
masyarakat Desa, kualitas hidup manusia serta mengalami
kemiskinan dalam berbagai bentuknya.

20. Desa Sangat Terfinggal ada-lah Desa yang mengalami
kerentanan karena masalah bencana alam, goncangan
ekonomi, dan konflik sosial sehingga tidak berkemampuan
mengelola potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi,
serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.

21. Padat Karya Tunai adalah kegiatan pemberdayaan
masyarakat desa, khususnya yang miskin dan marginal,
yang bersifat produktif dengan mengutamakan pemanfaatan
sumber daya, tenaga ke{a, dan teknologi lokal untuk
memberikan tambahan upah/pendapatan, mengurangi
kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

22. Pandemi COVID-19 adalah bencana yang disebabkan oleh
faktor nona-lam yaitw Corona Vints Diseo.se 2019 (COVID 191
yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan
penghidupan masyarakat Desa, sehingga mengakibatkan
korban jiwa manusia serta dampak sosial, ekonomi,
kesehatan dan kejiwaan atau psikologis manusia.

23. Desa Aman COVID-19 adalah kondisi kehidupan Desa yang
tetap produktif di tengah Pandemi COVID-19 dengan
kedisiplinan warga menerapkan protokol kesehatan dengan
menggunakan masker, menjaga jarak lisik, dan cuci tangan
dengan sabun dan air mengalir.

24. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa ada-lah kegiatan
pemberian bantuan langsung berupa dana tunai yang
bersumber dari Dana Desa kepada keluarga penerima
manfaat dengan kriteria yang disepakati dan diputuskan
melalui musyawarah Desa.

25. SDGs Desa adalah upaya terpadu mewuj udkan Desa tanpa
kemiskinan dan kelaparan, Desa ekonomi tumbuh merata,
Desa peduli kesehatan, Desa peduli lingkungan, Desa peduli
pendidikan, Desa ramah perempuan, Desa beq'ejaring, dan
Desa tanggap budaya untuk percepatan pencapaian Tujuan
Pembangunan Berkelanjutan.

26. Tenaga Pendamping Profesional adalah tenaga profesional
yang direkrut oleh kementerian yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang Desa, pembangunan daerah
tertinggal, dan transmigrasi yang bertugas pendampingan di
tingkat Desa, kecamatan, kabupaten dan provinsi.
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27. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya
disingkat KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal
Perbendaharaan yang memperoleh kuasa dari Bendahara
Umum Negara untuk melaksanakan sebagian fungsi Kuasa
Bendahara Umum Negara.

28. Rekening Kas Umum Negara, yang selanjutnya disingkat
RKUN, adalah rekening tempat penyimpanan uang negara
yang ditentukan oleh Menteri selaku Bendahara Umum
Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan
membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.

29. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat
RKUD, adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah
yang ditentukan oleh bupati untuk menErmpung seluruh
penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran
daerah pada bank yang ditetapkan.

30. Rekening Kas Desa, yang selanjutnya disingkat RKD, adalah
rekening tempat penyimpanan uang Pemerintah Desa yang
menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan
untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank
yang ditetapkan.

31. Sisa Dana Desa adalah Dana Desa yang disalurkan oleh
Pemerintah kepada kabupaten yang tidak habis disalurkan
ke Desa sampai akhir tahun anggaran atau Dana Desa yang
tidak habis digunakan oleh Desa sampai akhir tahun
anggaran dan menjadi bagian dari Sisa kbih Perhitungan
Anggaran APBDesa.

BAB II
PENGALOKASIAN

Pasal 2

Pasal 3
Besaran Alokasi Dasar setiap Desa sebagaimana dimaksuddalam pasal 2 ayat (21 huruf a ditentukan ierdasarkan klaster
{:mlah penduduk yang bersumber dari Kementerian DalamNegeri dengan ketentuan:
a. Rp. 481.573.000,00.(empat ratus delapan puluh satu jutalima ratus tujuh putuh tiga ribu rupiail bagi Desa denganjumlah penduduk sampai dengan tOO (seratus) jiwa;

(1) Berdasarkan rincian Dana Desa setiap Daerah Kabupaten
sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor
113 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran pendapatan Dan
Belanja Negara Tahun Anggar an 2021, Bupati melakukan
penghitungan rincian Dana Desa setiap Desa ;

(2) Rincian Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (l) dialokasikan secara merata dan berkeadilan
berdasarkan :

a. Alokasi Dasar setiap Desa ;

b. Alokasi Afirmasi setiap Desa ;
c. Alokasi Kinerja setiap Desa ; dan
d. Alokasi Formula setiap Desa.
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b. Rp. 561.574.000,00 (lima ratus enam puluh satu juta lima
ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) bagi Desa dengan
jumlah penduduk l0l (seratus satu) sampai dengan I.OOO

(seribu) jiwa;
c. Rp. 641.574.000,O0 (enam ratus empat puluh satu juta lima

ratus tujuh puluh empat ribu) bagi Desa dengan jumlah
penduduk 1.001 (seribu satu) sampai dengan 5.000 (lima
ribu) jiwa;

d. Rp. 721.575.OOO,00 (tujuh ratus dua puluh satu juta lima
ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) bagi Desa dengan
jumlah penduduk 5.0O1 (lima ribu satu) sampai dengan
10.000 (sepuluh ribu) jiwa; dan

e. Rp. 801 .576.000,00 (delapan ratus satu juta lima ratus
tujuh puluh enam ribu rupiah) bagi Desa dengan jumlah
penduduk diatas l0.0OO (sepuluh ribu) jiwa.

Pasal 4
(1) Besaran Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b dihitung dengan
menggunakan rumus sebagaimana tercantum dalam
Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini.

(2) Alokasi Afrrmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (l)
diberikan kepada Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal
yang memiliki jumlah penduduk miskin terbanyak yang
berada pada kelompok Desa pada desil ke 8 (delapan), 9
(sembilan), dan 1O (sepuluh) berdasarkan perhitungan yang
telah dilakukan oleh Direktur Jenderal Perimbangan
Keuangan.

Pasal 5
(l) Besaran Alokasi Kinerja setiap Desa sebagaimana dirnaksud

dalam pasal 2 ayat l2l huruf c dihitung dengan
menggunakan rumus sebagaimana tercantum dalam
l,ampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini.

(2) Alokasi Kinerja setiap Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diberikan kepada 10 7o (sepuluh persen) dari total
jumlah Desa dalam Kabupaten yang memiliki hasil penilaian
kineq'a terbaik.

(3) Penilaian kinerja terbaik sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), berdasarkan indikator penilaian:
a. Kriteria utama, yaitu Desa yang tidak menerima Alokasi

Afirmasi; dan
b. Kriteria Kinerja, berdasarkan variabel:

l. pengelolaan keuangan Desa dengan bobot 2O7o (dua
puluh persen);

2. pengelolaan Dana Desa dengan bobot 2tr/" (dua puluh
persen);



-8-

3. capaian keluaran Dana Desa dengan bobot 257o (dua
puluh lima persen); dan

4. capaian hasil pembangunan Desa dengan bobot 35olo

(tiga puluh lima persen).
(4) Kriteria kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b

berdasarkal urutan Desa yang mempunyai skor kine{a
terbaik yang dihitung dengan menggunakan rumus
sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7
Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Kediri
Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3,
Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 sebagaimana tercantum dalam
I-ampiran V yang merupakan bagan yang tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
PENYALURAN

Pasal 8
(1) Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKD mela-lui RKUD.
(2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan melalui pemotongan Dana Desa setiap Daerah
kabupaten dan penyaluran dala hasil pemotongan Dana
Desa ke RKD.

(3) Pemotongan Dana Desa setiap Daerah kabupaten dan
penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD

sebagaimana dimaksud pada ayat (21 dilaksanakan
berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa dari
Bupati.

Pasa] 6
(l) Besaran Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d dihitung dengan
bobot dan data penghitungan:
a. l0o/o (sepuluh persen) untuk jumlah penduduk;
b.4tr/o (empat puluh persen) untuk angka kemiskinan;
c. 2ff/o (dua puluh persen) untuk luas wilayah; dan
d.3tr/o (tiga puluh persen) untuk tingkat kesulitan geogralis.

(2) Besaran Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan menggunakan
rumus sebagaimana tercantum dalam L,ampiran IV yang
merupakan bagran tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati
ini.

(3) Angka kemiskinan Desa dan tingkat kesulitan geografis Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing
ditunjukkan oleh jumlah penduduk miskin desa dan IKG
Desa.

(4) IKG Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersumber
dari lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan
di bidang statistik.
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(4) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (l)
dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan:
a. talrap I sebesar 4Oo/o (empat puluh persen) dari pagu Dana

Desa setiap Desa, dengan rincian:
1.407o (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap

Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa
bulan kesatu sampai dengan bulan kelima paling cepat
bulan Januari; dan

2. kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu
sampai dengan bulan kelima paling cepat bulan Januari
untuk bulan satu dan paling cepat masing-masing
bulan berkenaan untuk bulan kedua sampai dengan
bulan kelima.

b. tahap II sebesar 4Oo/" (empat puluh persen) dari pagu
Dana Desa setiap Desa, dengan rincian:
l.4oyo (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap

Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa

bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh paling
cepat bulan Maret; dan

2. kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan keenam
sampai dengan bulan kesepuluh paling cepat bulan
Juni untuk bulan keenam dan paling cepat masing-
masing bulan berkenaan untuk bulan ketujuh sampai
dengan bulan kesepuluh.

c. tahap III sebesar 2O"/o (du'a puluh persen) dari pagu Dana
Desa setiap Desa, dengan rincian:
l.2E/o (dua puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap

Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa

bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas
paling cepat bulan Juni; dan

2. kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesebelas
sampai dengan bulan kedua belas paling cepat bulan
November untuk bulan kesebelas dan paling cepat akhir
bulan November bulan kedua belas.

{5) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

untuk Desa berstatus Desa Mandiri dilakukan dalam 2 (dua)

tahap, dengan ketentuan:
a. tahap I sebesar 6O7o (enam puluh persen) dari pagu Dana

Desa setiap Desa, dengan rincian:
1. 60"/o (enam puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap

Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa
bulan kesatu sampai dengan bulan ketujuh paling cepat
bulan Januari; dan

2. kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu
sampai dengan bulan ketujuh paling cepat bulan
Januari untuk bulan kesatu dan paling cepat masing-
masing bulan berkenaan untuk bulan kedua sampai
dengan bulan ketujuh.

b. tahap II sebesar 407" (empat puluh persen) dari pagu
Dana Desa setiap Desa, dengan rincian:
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1. 407o (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap

Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa
bulan kedelapan sampai dengan bulan kedua belas
paling cepat bulan Maret; dan

2. kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan
kedelapan sampai dengan bulan kedua belas paling
cepat bulan Agustus untuk bulan kedelapan dan paling
cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan
kesembilan sampai dengan bulan kesebelas, serta
paling cepat akhir bulan November untuk bulan kedua
belas.

(6) Desa Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
merupakan status Desa hasil penilaian yang dilakukan
setiap tahun dan ditetapkan oleh Kementerian Desa
Pembangunan Daerah TerLinggal, dan Transmigrasi dalam
Indeks Desa.

Pasal 9
(1) Dalam rangka penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKD

melalui RKUD kepala Desa menyampaikan dokumen
persyaratan penyaluran kepada Bupati, secara lengkap dan
benar dengan ketentuan:
a. tahap I berupa Peraturan Desa mengenai APBDes;
b. tahap II berupa:

l.laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran
Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;

2.laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran
Dana Desa tahap I menunjukkan rata- rata realisasi
penyerapan paling sedikit sebesar 5O7o (lima puluh
persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan
paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari
Dana Desa tahap I yang telah disalurkan;

3. Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga
penerima manfaat BLT Desa atau peraturan kepala
Desa mengenai penetapan tidak terdapat keluarga
penerima manfaat BLT Desa; dan

4. berita acara konlirmasi dan rekonsiliasi kumulatif sisa
Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengal
Tahun Anggaran 2018 di RKD antara Pemerintah
Daerah dan Pemerintah Desa.

c. tahap III berupa:
l.laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran

Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-
rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 9O7o
(sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran
menunjukkan paling sedikit sebesar 757o (tujuh puluh
lima persen) dari Dana Desa tahap II yang telah
disalurkan; dan

2. laporan konvergensi pencegahan shtntin4 tingkat Desa
tahun anggaran sebelumnya;

(2) Dalam rangka penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKD
melalui RKUD untuk Desa berstatus Desa Mandiri kepala Desa
menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada
Bupati secara lengkap dan benar, dengan ketentuan:



- 11-

a. tahap I berupa peratur€rn Desa mengenai APBDesa; dan
b. tahap II berupa:

l.laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran
Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;

2.laporan realisasi penyerap€rn dan capaian keluaran
Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi
penyerap€rn paling sedikit sebesar 507o (lima puluh
persen) darr rata-rata capaian keluaran menunjukkan
paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari
Dana Desa tahap I yang telah disalurkan;

3. laporan konvergensi pencegahan stumting tingkat Desa
tahun anggaran sebelumnya;

4. peraturan kepala Desa mengenai penetapan keluarga
penerima manfaat BLT Desa atau peraturan kepala
Desa mengenai penetapan tidak terdapat keluarga
penerima manfaat BLT Desa; dan

5. berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif sisa
Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan
Tahun Anggaran 2018 di RKD antara Pemerintah
Daerah dan Pemerintah Desa.

(3) Dafam hal Desa tidak melaksanakan BLT Desa Tahun
Anggaran 2O2O selama 9 (sembilan) bulan, selain
persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b dan ayat (2) huruf b, penyaluran tahap II Tahun
Anggaran 2021 ditambahkan dokumen persyaratan berupa
peraturan kepala Desa mengenai tidak terdapat calon
keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi
lrriteria dan/ atau tidak tersedia cukup anggaran per
bulannya.

(4) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b angla 2 dan huruf c angka 1 serta ayal (21 huruf b
angka 2 dihitung berdasarkan rat-a-rata persentase capaian
keluaran dari seluruh kegiatan setiap Desa.

(5) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian
keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
angka 2 dan huruf c angka 1, sefta ayat (2) huruf b angka 2

dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang,
kegiatan, sifat kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran,
cara pengadaan, dan capaian keluaran.

(6) Dalam hal tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat
(5) belum memenuhi kebutuhan input data, kepala Desa
menyampaikan permintaan perubahan tabel referensi
kepada Bupati untuk dilakukan pemutakhiran.

(7) Perubahan tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat
(6) mengacu pada ketentuan yang ditetapkan oleh
Kementerian Dalam Negeri.

Pasal 10
(1) Dalam rangka penyaluran Dana Desa tahap I untuk

kebutuhan BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan
kelima, kepala Desa memenuhi ketentuan:



a. persyarat€rn sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1)

huruf a dan menyampaikan data jumlah keluarga
penerima manfaat setiap bulan yang berlaku selama 12
(dua belas) bulan untuk penyaluran Dana Desa untuk
BLT Desa bulan kesatu kepada Bupati; dan

b. Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedua sampai dengan
bulan kelima, masing-masing bulan disalurkan setelah
kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah
keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya kepada
Bupati.

(2) Penyaluran Dana Desa tahap II untuk BLT Desa bulan
keenam sampai dengan bulan kesepuluh, masing-masing
bulan disalurkan setelah kepala Desa menyampaikan data
realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan
sebelumnya kepada Bupati.

(3) Penyaluran Dana Desa tahap III untuk BLT Desa bulan
kesebelas sampai dengan bulan kedua belas, masing-masing
bulan disalurkan setelah kepala Desa menyampaikan data
realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan
sebelumnya kepada Bupati.

(4) Kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga
penerima manfaat bulan kedua belas kepada Bupati paling
lambat minggu ketiga bulan Desember.

(5) Jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud
pada ayat (l) huruf a merupakan jumlah yang diperoleh dari
realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa bulan
kesatu tahun sebelumnya atau hasil pendataan jumlah
keluarga penerima manfaat BLT Desa tahun berkenaan.

(6) Dalam hal terdapat perubahan peraturan kepala Desa
mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) hurufb angka
3, kepala Desa menyampaikan perubahan peraturan kepala
desa dimaksud kepada Bupati paling lambat minggu ketiga
bulan Desember.

(7) Kepala Desa bertanggung jawab atas kebenaran data
realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat
(4).

Pasal l1
(1) Dalam rangka penyaluran Dana Desa tahap I untuk Desa

berstatus Desa Mandiri, kebutuhan BLT Desa bulan kesatu
sampai dengan bulan ketujuh, kepala Desa memenuhi
ketentuan:
a. persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (21

huruf a dan menyampaikan data jumlah keluarga
penerima manfaat setiap bulan yang berlaku selama 12
(dua belas) bulan untuk penyaluran Dana Desa untuk
BLT Desa bulan kesatu;

b. Dana Dena untuk BLT Desa bulan kedua sampai dengan
bulan ketujuh, masing-masing bulan disalurkan setelah
kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah
keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya kepada
Bupati.

-72-
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(2) Penyaluran Dana Desa tahap II untuk BLT Desa bulan
kedelapan sampai dengan bulan kedua belas, untuk masing-
masing bulan disalurkan setelah kepala Desa
menyampaikan data realisasi j umlah keluarga penerima
manfaat bulan sebelumnya kepada Bupati.

(3) Kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga
penerima manfaat BLT Desa bulan kedua belas untuk Desa
berstatus Desa Mandiri kepada Bupati paling lambat minggu
ketiga bulan Desember.

(4) Jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a, merupakan jumlah yang diperoleh dari
realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa bulan
kesatu tahun sebelumnya atau hasil pendataan jumlah
keluarga penerima manfaat BLT Desa tahun berkenaan.

(5) Dalam hal terdapat perubahan peraturan kepala Desa
mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (21 huruf b angka
4, kepala desa menyampaikan perubahan peraturan kepala
desa dimaksud kepada Bupati paling lambat minggu ketiga
bulan Desember.

(6) Kepata Desa bertanggung jawab atas kebenaran data
realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (21.

BAB IV
PENGGUNAAN DANA DESA

Bagian Kesatu
Prioritas Penggunaan Dana Desa

Pasal 12
(1) Pengaturan Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk memberi

acuan:
a. Pemerintah Daerah kabupaten dan Pemerintah Desa

dalam melaksanakan kebijakan nasional stabilisasi
keuangan negara dalam rangka menghadapi ancaman
yang membahayakan sistem perekonomian nasiona-l
dan/ atau stabilitas sistem keuangan;

b. Pemerintah Daerah kabupaten dalam pemantauan,
evaluasi, pendampingan masyarakat Desa, pembinaan,
dan fasilitasi Prioritas Penggunaan Dana Desa;

c. Pemerintah Daerah kabupaten dan Pemerintah Desa
dalam memfasilitasi penyelenggaraan Kewenangan Desa
Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal
Berskala Desa serta monitoring dan evaluasi status
perke mbangan Desa; dan

d. Pemerintah Desa dalam menetapkan Prioritas
Penggunaan Dana Desa dalam kegiatan perencanaan
pembangunan Desa.

(2) Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) disusun berdasarkan prinsip:
a. kemanusiaan;
b. keadilan;
c. kebhinekaan;
d. keseimbangan alam; dan
e. kepentingan nasional.
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(3) Pengaturan Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. prioritas Penggunaal Dana Desa;
b. penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa;
c. publikasi dan pelaporan; dan
d. pembinaan.

Pasal 13

(l) Pedoman Teknis pelaksanaan penggunaan Dana Desa Tahun
2O2l dimaksudkan untuk memberikan arahan dalam
pelaksanaan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;

(2) Pedoman Teknis pelaksanaan penggunaan Dana Desa Tahun
2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam
Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

Pasal 14

(l) Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 72 ayat (3) huruf a diatur dan diurus oleh Desa
berdasarkan kewenangan Desa.

(2) Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diarahkan untuk program dan/atau kegiatan
percepatan pencapaian SDGs Desa melalui:
a. pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa;
b. program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa; dan
c. adaptasi kebiasaan baru Desa.

Pasal 15

(1) Penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi nasional
sesuai kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal
14 ayat (2) huruf a diprioritaskan untuk pencapaian SDGs
Desa:
a. pembentukan, pengembangan, dan revitalisasi Badan

Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama untuk
pertumbuhan ekonomi Desa merata;

b. penyediaan listrik Desa untuk mewujudkan Desa berenergi
bersih dan terbarukan; dan

c. pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan
dikelola Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa
Bersama untuk mewujudkan konsumsi dan produksi Desa
sadar lingkungan.

(2) Penggunaan Dana Desa untuk program prioritas nasional
sesuai kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal
14 ayat (2) huruf b diprioritaskan untuk pencapaian SDGs
Desa:
a. pendataan Desa, pemetaan potensi dan sumber daya, dan

pengembangan teknologi informasi dan komunikasi sebagai
upaya memperluas kemitraan untuk pembangunan Desa;

b. pengembangan Desa wisata untuk pertumbuhan ekonomi
Desa merata;

c. penguatan ketahanan pangan dan pencegah an shtnting di
Desa untuk mewujudkan Desa tanpa kelaparan; dan
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d. Desa inklusif untuk meningkatkan keterlibatan perempuan
Desa, Desa damai berkeadilan, serta mewujudkan
kelembagaan Desa dinamis dan budaya Desa adaptif.

(3) Penggunaan Dana Desa untuk adaptasi kebiasaan baru Desa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf c
diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa:
a. mewujudkan Desa sehat dan sejahtera melalui Desa Aman

COVID-19; dan
b. mewujudkan Desa tanpa kemiskinan melalui Bantuan

Langsung T\.rnai Dana Desa.
(4) Bantuan Langsung T\rnai Dana Desa sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa

Pasal 16

(l) Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf b dibahas dan
disepakati melalui Musyawarah Desa.

(2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menghasilkan kesepakatan mengenai Prioritas Penggunaan
Dana Desa yang dituangkan dalam berita acara.

(3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (21 menjadi
pedoman Pemerintah Desa dalam penyusunan Peraturan
Desa yang mengatur mengenai RKP Desa.

(a) Dalam penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan mengikuti
tahapan perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur
mengenai pedoman umum pembangunan dan pemberdayaan
masyarakat Desa.

Pasal 17

(1) Pelaksanaan program dan/ atau kegiatan sefagaimana
dimaksud dalam Pasal 14 ayat (21 dilakukan melalui
swakelola dengan mendayagunakan sumber daya lokal Desa.

(2) Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan
menggunakan pola Padat Kar5ra Tunai Desa.

(3) Pendanaan Padat Karya T\rnai Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dialokasikan untuk upah pekerja paling sedikit
50% (lima puluh persen) dari dana kegiatan Padat Karya
Tunai Desa.

(4) Dana Desa yang digunakan untuk mendanai pengembangan
kapasitas masyarakat dilakukan melalui swakelola oleh Desa
atau badan keda sama antar-Desa.

(5) Swakelola oleh badan kerja sama antar-Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
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Pasal 18

(1) Pelaksanaan program danlatau kegiatan melalui swakelola
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dapat
dilakukan dengan cara kerja sama antar desa dan/atau ke{a
sama desa dengan pihak ketiga dilaksanalan sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Dalam hal dibutuhkan adanya kerjasama antara desa dengan
kelurahan untuk melaksanakan program dan /atau kegiatan
melalui swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (l)
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pasal 19

(1) Masyarakat Desa berpartisipasi dalam penetapan Prioritas
Penggunaan Dana Desa.

(2) Partisipasi masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan dengan cara:
a. terlibat aktif dalam setiap tahapan penyusunurn Prioritas

Penggunaan Dana Desa;
b. menyampaikan usulan program dan/atau kegiatan;
c. memastikan prioritas penggunaan Dana Desa ditetapkan

da-lam dokumen RKP Desa dan APB Desa; dan
d. ikut serta. mensosialisasikan Prioritas Penggunaan Dana

Desa.
(3) Pemerintah Desa berkewajiban untuk melibatkan masyarakat

dalam penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa.

Pasal 20

(1) Prioritas Penggunaan Dana Desa menjadi bagian dari RKP
Desa.

(2) Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) disusun berdasarkan:
a. d.ata yang disediakan oleh Kementerian; dan
b. aspirasi masyarakat Desa.

(3) RKP Desa yang memuat Prioritas Penggunaan Dana Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam
penyusunan APB Desa.

Bagian Ketiga
Publikasi dan Pelaporan

Paragraf 1

Publikasi

Pasal 2 1

(l) Pemerintah Desa wajib mempublikasikan penetapan Prioritas
Penggunaan Dana Desa.

(2) Publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. hasil Musyawarah Desa; dan
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b. data Desa, peta potensi dan sumber daya pembangunan,
dokumen RPJM Desa, dokumen RKP Desa, Prioritas
Penggunaan Dana Desa, dan dokumen APB Desa.

(3) Publikasi APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf b paling sedikit memuat nama kegiatan, lokasi
kegiatan, dan besaran anggaran.

Pasal 22

(l) Publikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dilakukan
di ruang publik yang mudah dialses oleh masyarakat Desa.

(2) Publikasi penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa
dilakukan secara swakelola dan partisipatif.

(3) Dalam hal Pemerintah Desa tidak mempublikasikan
penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa di ruang publik
sebagaimana dimaksud pada ayat (l) Badan
Permusyawaratan Desa menyampaikan teguran lisan
dan/ atau tertulis.

Paragraf 2
Pelaporan

(1) Kepala Desa menyampaikan laporan penetapan Prioritas
Penggunaan Dana Desa kepada Menteri melalui Kementerian.

(2) l,aporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan
dalam bentuk dokumen digital menggunakan sistem
informasi Desa yang disediakan oleh Kementerian.

(3) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan paling lama 1 (satu) bulan setelah RKP Desa
ditetapkan.

Bagran Keempat
Pembinaan

(1) Bupati melakukan pembinaan melalui sosialisasi,
pemantauan, dan evaluasi Prioritas Penggunaan Dana Desa
secara be{'enjang.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dilimpahkan kepada Perangkat Daerah dan/atau camat.

(3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat
dibantu oleh Tenaga Pendamping Profesional dan pihak ketiga
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa

Pasal 25

(1) Dana Desa diprioritaskan penggunaannya untuk pemulihan
ekonomi dan pengembangan sektor prioritas di Desa.

(2) Pemulihan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
berupa jaring pengaman sosial, Padat Karya Trrnai,
pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah, sektor
usaha pertanian, dan pengembangan potensi Desa melalui
Badan Usaha Milik Desa.

Pasal 23

Pasal 24
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(3) Jaring pengaman sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (21

berupa BLT Desa menjadi prioritas utama dalam penggunaan
Dana Desa.

Pasal 26

(l) Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan
BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3).

(2) BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan
kepada keluarga penerima maniaat yang paling sedikit
memenuhi kriteria sebagai berikut:
a. keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di

Desa bersangkutan; dan
b. tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga

Harapan (PKH), Kartu Sembako, Kartu Pra Kerja, Bantuan
Sosial T\rnai, dan program bantuan sosial Pemerintah
lainnya.

(3) Dalam hal keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) merupakan petani, BLT Desa dapat
digunakan untuk kebutuhan pembelian pupuk.

(4) Rincian keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) berdasarkan kelompok peke{aan ditetapkan
dengan peraturan Kepala Desa.

(5) Pendataan keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) memperlimbangkan Data Terpadu
Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial.

(6) Besaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pa.da ayat (1)

ditetapkan sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)
untuk bulan pertama sampai dengan bulan kedua belas per
keluarga penerima manfaat.

(7) Pembayaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6)

dilaksanakan selama 12 (dua belas) bulan mulai bulan
Januari.

(8) Dalam hal pembayaran BLT Desa bulan kedua sampai dengan
bulan kedua belas lebih besar dari kebutuhan BLT Desa

sebagaimana dimaksud dalam Pasal l0 ayat (l) huruf a dan
Pasal 11 ayat (1) huruf a, pembayaran atas selisih
kekurangan BLT Desa bulan berikutnya menggunakan Dana
Desa selain Dana Desa untuk BLT Desa setiap bulan.

(9) Dalam hal pembayaran BLT Desa bulan kedua sampai dengan
bulan kedua belas lebih kecil dari kebutuhan BLT Desa

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (l) huruf a dan
Pasal 1l ayat (1) huruf a, selisih lebih Dana Desa untuk BLT

Desa diarahkan penggunaannya untuk kegiatan pemulihan
ekonomi lainnya di Desa.

(10) Dalam haf tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT

Desa sebagaimana dimal<sud pada ayat (2), kepala Desa

menetapkan peraturan kepala Desa mengenai tidak terdapat
keluarga penerima manfaat BLT Desa.
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(11) Ketentuan mengenai kriteria, mekanisme pendataan,
penetapan data keluarga penerima manfaat BLT Desa dan
pelaksanaan pemberian BLT Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri
Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
mengenai prioritas penggunaan Dana Desa.

Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa
termasuk pelaksanaan BLT Desa.

BAB V
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 29

(1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas:
a. sisa Dana Desa di RKD; dan/atau
b. capaian keluaran Dana Desa.

(2) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas sisa Dana
Desa di RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
dengan meminta penjelasan kepada kepala Desa mengenai
sisa Dana Desa di RKD.

(3) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas capaian
keluaran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (l)
huruf b dengan melakukan pengecekan atas kewajaran data
dalam laporan capaian keluaran yang akan direkam dalam
aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan
Anggaran Negara (OM SPAN).

(4) Dalam hal terdapat indikasi penyalahgunaan Dana Desa,
bupati dapat meminta Aparat Pengawas Intemal Pemerintah
daerah untuk melakukan pemeriksaan.

BAB VI
SANKSI

Pasal 30
(l) Menteri Keuangan c.q. Direlrtur Jenderal Perimbangan

Keuangan dapat melakukan penghentian penyaluran Dana
Desa tahun anggaran beq'alan dan / atau tahun anggaran
berikutnya, dalam hal terdapat permasalahan Desa, berupa:

Pasai 27
(l) Dana Desa dapat digunakan untuk mendanai kegiatan yang

tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa
sebagaimana dimaksud dalam Pasat 25 ayat (l) setelah
mendapat persetujuan Bupati.

(2) Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), bupati memastikan penealokasian Dana Desa untuk
kegiatan yang menjadi prioritas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 25 ayat (1) telah terpenuhi.

(3) Persetujuan bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (l)
diberikan pada saat evaluasi rancangan Peraturan Desa
mengenai APBDesa.

Pasal 28
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a. Kepala Desa melakukan penyalahgunaan Dana Desa dan
ditetapkan sebagai tersangka; atau

b. Desa mengalami permasalahan administrasi dan/atau
ketidakjelasan status hukum.

(2) Bupati melakukan pemantauan atas proses perkara hukum
penyalahgunaan Dana Desa yang melibatlan Kepa_la Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.

(3) Dalam hal kepala Desa telah ditetapkan sebagai tersangka,
Bupati menyampaikan surat permohonan penghentian
penyaluran Dana Desa kepada Kementerian Keuangan c.q.
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

(4) Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal perimbangan
Keuangan dapat melakukan penghentian penyaluran Dana
Desa, berdasarkan:
a. surat permohonan dari Bupati sebagaimana dimaksud

pada ayat (3); atau
b. surat rekomendasi dari Kementerian / Lembaga terkait atas

permasalahan Desa sebagaimana dimal<sud pada ayat (1)
huruf b.

(5) Penghentian penyaluran Dana Desa berdasarkan surat
permohonan dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
huruf a atau surat rekomendasi dari Kementerian/tembaga
terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b
dilakukan mulai penyaluran Dana Desa tahap berikutnya
setelah surat dimaksud diterima.

(6) Dalam hal surat permohonan dari Bupati sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) huruf a diterima setelah Dana Desa
tahap III atau Dana Desa tahap II untuk Desa berstatus Desa
Mandiri tahun anggaran berjalan disalurkan, penyaluran
Dana Desa untuk tahun anggaran berikutnya dihentikan.

(7) Penghentian penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (5) dan ayat (6) dilakukan melalui surat Direktur
Jenderal Perimbangan Keuangan kepada Direktur Jenderal
Perbendaharaan dengan tembusan Bupati atau
kementerian / lembaga terkait.

Pasal 31

(l) Dana Desa yang dihentikan penyalurannya sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3O ayat (4), tidak dapat disalurkan
kembali ke RKD.

(2) Desa yang dihentikan penyaluran Dana Desa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 30 ayat (4) huruf a, berhak
mendapatkan penyaluran Dana Desa pada tahun anggaran
berikutnya setelah periode penghentian penyaluran Dana
Desa.

(3) Pengecualian atas pengaturan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dilakukan setelah Menteri Keuangan c.q. Direktur
Jenderal Perimbangan Keuangan menerima surat
permohonan pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa
dari Bupati paling lambat tanggal 30 Juni tahun anggaran
beq'alan.
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(4) Surat permohonan pencabutan penghentian penyaluran Dana
Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan setelah
terdapat pencabutan status hukum tersangka, pemulihan
status hukum tersangka, dan/atau putusan pengadilan yang
mempunyai kekuatan hukum tetap.

(5) Pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 30 ayat (4) huruf b, dilaksanakan
setelah Menteri Keuangan c.q. Direktorat Jenderal
Perimbangan Keuangan menerima surat rekomendasi
pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa dari
Kementerian / Lembaga terkait paling lambat tanggal 3O Juni
tahun anggaran beq'alan.

(6) Dalam hal surat permohonan sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) atau surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (5) diterima setelah tanggal 30 Juni tahun anggaran
berjalan, Dana Desa disalurkan untuk tahun anggaran
berikutnya sepanjang Dana Desa untuk Desa tersebut telah
dialokasikan.

(7) Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan berdasarkan surat
permohonan dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

atau surat rekomendasi dari kementerian/lembaga
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menerbitkan surat
pencabutan penghentian penya-luran Dana Desa dan
disampaikan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan
dengan tembusan Bupati atau kementerian /lembaga terkait.

Pasal 32

(1) Dalam hal Pemerintah Desa tidak melaksanakan BLT Desa

selama 9 (sembilan) bulan pada Tahun Angaran 2O2O,

dikenakan sanksi pemotongan Dana Desa sebesar 50olo (lima
puluh persen) dari Dana Desa yang akan disalurkan pada

tahap II Tahun Anggaran 2021.
(2) Penyaluran Dana Desa tahap II sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) setelah dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT
Desa setiap tahapan.

(3) Pengenaan sanksi kepada Pemerintah Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (l) dikecualikan dalam hal berdasarkan
hasil musyawarah Desa khusus/musyawarah insidentil tidak
terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang
memenuhi kriteria dan/atau tidak tersedia cukup anggaran
setiap bulannya.

(4) Hasil musyawarah Desa khusus/musyawarah insidentil
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam
peraturan kepala Desa yang diketahui oleh Pemerintah
Daerah Kabupaten atau pejabat yang ditunjuk.

(5) Bupati menandai Desa yang akan dikenakan sanksi
pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada

penyaluran Dana Desa dalam aplikasi Online Monitoring
Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN)'
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Pasal 33

(l) Dalam hal Pemerintah Desa tidak melaksanakan BLT Desa
selama 12 (dua belas) bulan Tahun Anggaran 2021,
dikenakan sanksi pemotongan Dana Desa sebesar 50olo (Iima
puluh persen) dari Dana Desa yang akan disalurkan pada
tahap II Tahun Prtggjaranr 2022.

(2) Pengenaan sanksi kepada Pemerintah Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (l) dikecualikan dalam hal berdasarkan
hasil musyawarah Desa khusus/musyawarah insidentil tidak
terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang
memenuhi kriteria.

(3) Hasil musyawarah Desa khusus/musyawarah insidentil
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam
Peraturan Kepala Desa yang diketahui oleh Pemerintah
Daerah Kabupaten atau pejabat yang ditunjuk.

(4) Peraturan kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
disampaikan oleh Bupati kepada kepala KPPN selaku KPA
Penyaluran Dana A1 okasi Khusus Fisik dan Dana Desa
melalui aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan
dan Anggaran Negara (OM SPAN) sebagai syarat penyaluran
Dana Desa tahap II pada Tahun Anggaran 2022.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 34

Ketentuan mengenai format laporan realisasi penyerapan dan
capaian keluaran Dana Desa dan format laporan kovergensi
pencegahan stunting ta-hun anggaran sebelumnya sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 9 ayat (l) dan ayat (21 tercantum dalam
Lampiran VII yang merupakan bagran tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:
a. Semua ketentuan mengenai program dan kegiatan bidang

Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang
bersumber dari Dana Desa berpedoman pada ketentuan dalam
Peraturan Bupati ini; dan

b. Tata kelola keuangan pelaksanaan prioritas penggunaan Dana
Desa berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-
undangan yang mengatur tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Pasal 35
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BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundalgkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Kabupaten Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal, lO - 2 - 2O2l

BUPATI KEDIRI,
ttd

HARYANTI SUTRISNO
Diundangkan di Kediri.
pada tanggal, lO - 2 - 2O2l
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEDIRI,

ttd
DEDE SUJANA

BERITA DAERAH KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2021 NOMOR : 5

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH

Asisten Administrasi Pemerintahan
dan Ke sej ahteraan Rakyat

u.b.
Plt. Kepala

Penata Tingkat I
NrP. 19661125 198903 1010

SUWONO



Keterangan:
AA Desa
DD
DST
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LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI KEDIRI
NOMOR :5TAHUN202l
TANGGAL : lO-2-2021

RUMUS BESARAN ALOKASI AFIRMASI SETIAP DESA

AA Desa = (0,015 *DD) / {(2 *DST) + (1 *DT)}

DT

Alokasi Afirmasi setiap Desa
pagu Dana Desa nasional
jumlah Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah
penduduk miskin tinggi
jumlah Desa Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk
miskin tinggi

BUPATI KEDIRI,
ttd

HARYANTI SUTRISNO

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH

Asisten Administrasi Pemerintahan
dan Kesejahteraan Rakyat

u.b.
Plt. Kepala Bagian ukum

SUWONO
Penata Tingkat I

NrP. 19661125 198903 10lO
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LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI KEDIRI
NOMOR : 5 TAHUN 202 I
TANGGAL : lO-2-2021

RUMUS BESARAN KINERJA SETIAP DESA

AK Desa

Keteranqan:
AK Desa
DD
Jumlah Desa

(0,03 x DD) / (O,l x Jumlah Desa)

= Alokasi Kineq'a setiap Desa
= pagu Dana Desa nasional
= jumlah Desa nasional

BUPATI KEDIRI,
ttd

HARYANTI SUTRISNO

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH

Asisten Administrasi Pemerintahan
dan Kesej ahteraan Rakyat

u.b.
Plt. Kepala Hukum

SUWO
Tingkat I

NIP. 19661125 198903 1010
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LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI KEDIRI
NOMOR :5TAHUN2021
TANGGAL : lO-2-2O21

RUMUS SKOR KINERJA TERBAIK

SkorKineq'a = (0,2OxYl)+(O,20xy2l=(O,25xY3)+(0,35+Y4))

Keterangan:

Skor Kinerja

YI

Y2

Y3

Y4

= skor Kine{a setiap Desa

= pengelolaan keuangan Desa

= pengelolaan Dana Desa

= capaian keluaran Dana Desa

= capaian hasil pembangunan Desa

BUPATI KEDIRI,
ttd

HARYANTI SUTRISNO

Salinan sesuai dengan aslinya
A.n. SEKRETARIS DAERAH

Asisten Administrasi Pemerintahan
dan Kesejahteraan Rakyat

u.b.
Plt. Kepala

UWONO
ta Tingkat I

NIP. 19661125 198903 1010
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LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI KEDIRI
NOMOR : 5 TAHUN 202 1

TANGGAL : lO-2-2021

RUMUS BESARAN ALOKASI FORMULA SETIAP DESA

= (0,10 x Zll + (0,40 x Z2l + (O,2O x Z3l + (0,30 x Z4ll x AF
Kabupaten.

AF Desa

Keteranqan:
AF Desa
zt

Z2

23

Z4

AF Kabupaten =

Alokasi Formula setiap Desa.
rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total
penduduk Desa Daerah kabupaten.
rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total
penduduk miskin Desa Daerah kabupaten.
rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah
Desa Daerah kabupaten.
rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa Daerah
kabupaten.
Alokasi Formula setiap Daerah kabupaten.

BUPATI KEDIRI,
ttd

HARYANTI SUTRISNO

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH

Asisten Administrasi Pemerintahan
dan Kesej ahteraan Rakyat

u.b.
Plt. Kepala

Penata Tingkat I
NrP. 19661125 198903 1010

SUWONO
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LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI KEDIRI
NOMOR :5TAHUN 2O2l
TANGGAL : lO-2-2021

PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA
DI KABUPATEN KEDIRI TAHUN ANGGARAN 2021

No. Kecarnatan Narna Desa Alokasi Dasar
(Rp)

Alokasi
AErmasi

(Rp)

Alokasi
Kinerja (Rp)

Alokasi
Formula (Rp)

Pagu Dana
Desa per Desa

(Rp)

i Semen Bulu 721.575.OOO 196.475.OOO 91A.O50.OOO

2 Semen Sidomulyo 721.575.OOO 430.779.OOO 1.152.354.OOO

3 SeInen Puhrubuh 641.574.OOO 265.549.000 907.123.OOO

:+ Semen Selopanggung 641.574.OOO 48r.525.000 r.r23.o99.OOO

5 Semen Kanyoran 64t.574.OOO 464.19 t.OOO t. ros.765-ooo

6 Semen Puhsaraig 641.574.OOO 234.926.OOO aao.500.ooo

7 Semen Bobang 64r.574.OOO 155.579.OO0 797.153.O00

Semen Semen 641.574.OOO r07.7 r5.oo0 749.249.OOO

s Semefl Titik 641.574.000 131.790.000 773.364.OOO

lo Semen Kedak 641.574.OOO 284.153.OOO 152.324.OOO 1.O42.051 .Off)

ll Semen Paqung 721.575.OOO 472.904.OOO 1.194.479.OOO

t2 Semen Joho 641.57.1.OOO 383.296.OOO L024.870.000

l3 Mojo Jugo 64 r.574.OOO 284. t53.OOO 365.499.OOO 1.295.226.OOt)

l4 Moio Blimbins 641.574.OOO 417.454.OOO 1_O5S_O32.Orn

l5 M ojo Pamongan 64 r.574.000 28a. r53.OOO 554.O76.OOO 1.4a3.803.OOO

l6 Molo Petungroto 2aa.153.O00 4r)q.og4.ooo l.33a.82l.OOO

t7 Mojo Ngetrep 64 r.574.OOO 288.153.OOO 39a.451.OOO 1.328.17A.OO0

1a Mqio Pongeok 64r.574.000 288.I53.OOO 411.344.OOO r.341.071.OOO

l9 Moio Neadi 721.575.OOO 288.153.OOO 22a.alo.ooo 1.238.538.OOO

20 Mojo Krandinq 64r,574.OOO t74.924.OOO 816.494.OOO

2l Moio Maesan 64t.574.OO0 265.aa5.OOO 907.459.O00

22 Moio Kedaw!ng 72t.575.OOO 288.153.OOO 670.347.OOO 1.680.075.OOO

23 Moio Ploso 641.574.000 129.566.000 771. r40.OOO

2:1 Mqio Kraton 64r.574.OO0 28a.l53.OOO 276.763.OOO 1.206.490.O00

25 Moio TaInbibendo 64r.574.OOO 240.925.000 882.499.OOO

26 Moio Mqi" 641.574.OOO r75.4 r9.000 816.993.OOO

27 Moio Mlati 641.574.OOO I OO_761-OOO 742.335.OOO

2A Moio Surat 641.574.OOO 299.565.OOO 94l.l39.OOO

29 M"io Sukoanyar 72t.575.(nO 192.665.OOO 914.240.OOO

30 Mojo Keniren 72t.57 5.OOO 2Aa.153.OOO 500.o74.ooo ]. 509. aO2. OOO

Moio Mondo 641.574.OOO 28a. r.53.OO0 250.056.O00 l _ 1 79 .7A3 -OOO

32 Moio Pctok 641.574.OOO 2A8.l53.OOO taa.954.ooo 1.1 18.681.O0,o

a

641.574.OOO
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33 Kras Setonorqo 641.574.OOO 2aa.153.OOO 204.557.000 1.134.244.OOO

Kras Pelas 64r.574.OOO 204.r72.OOO 445.746.OOO

35 Kras Bleber 641.574.OOO 124.603.OOO 766.17?.OOO

36 Kras Butuh 64 r.574.000 201. 143.000 a42.717.OOO

Kras Jabang 6.11.574.0O0 244.r53.000 223. r 19.000 l.152.a46.O@

Kras Mojosari 64r.574.OOO 198.685.OO0 440.259.000

39 Kras Reiomulyo 64 r.574.OOO 173.569.OOO 815.143.OO0

40 KJas Karangtalun 64t.574.OOO 210.O93.OOO a51.667-().}()

4l Kras Nyawarlgan 641.574.OOO 192.977.OOO a34.55l.OOO

12 Kras Purwodadi 641.574.OOO 171.573.OOO 8l3. t47.OOO

Kras Kras 72t.57 5.OOO 284.153.000 154.223_OOO 1.163.951.O00

:14 Kias Bendosari 641.574.OOO 23r.803.OOO 473.377.OOO

45 Kras Kaniqoro 64r.574.OO0 r83.435.OOO a25.OO9.OOO

46 Krandang 64I.574.OOO 252.691.OOO 494.265.O00

17 Kras Banjaranya-r 72t.s7s.ooo I96.324.OOO 9l7.a99.OOO

4a Kras Jambean 64 t.574.OOO t42.19a.OOO 783.772.OOO

49 Nsadiluwih Tales 80 r.s76.ooo 3A).972.OOO 1.1 I1.54a.OOO

50 Ngadiluv,.ih Seketr 641.574.OOO r48.902.OO0 790.476.000

5I Ngadiluwih Bangtqle 135.2I5.000 776.78l).OOO

52 Nsadiluwih Branglqahan 72 r.575.OOO 181.774.000 903.353.000

53 Ngadiluwih Slumbunq 641.574.OOO 144.326.OO0 745.900.000

54 Nsadiluwih Dukuh 72t.575.OOO 270.643.OOO 992-214.OO0

Ngadiluwih Pun rokerto 72t.575.OOO 175.7s8.OO0 897.333.OO0

56 NgadiluYrih Ngadilulrih 72t.5? 5.OOO 1lo.540.ooo 432.115.OO0

57 Ngadiluwih Badal 641.574_OOO l4 t.8 r 3.ooo 743.347.OO0

5a Ngadiluwih Badal Pandean 64 r.574.OOO 116.279.OOO 757.a53.OOO

59 Ngadiluwih Rembanq 72 r.575.OOO 172.234_OOO 893.809.O00

60 Ngadiluwih RembanAkepuh 641.574.OOO 854.35a.OOO

6t Ngadiluwih Bedug 641.574.OOO 134.53 t.OOO 776.l05.OOO

62 Ngadiluwih Mangunreio 641.574.000 129.169.O00 770.7 43.OOO

63 NEadiluwih Banjareio 641.574.OOO 163.291.0@ a04.a65-ooo

61 Neadiluwih Wonorejo 641.s7 4.OOO 47.777.OOO 729.351.OOO

65 Kan.lat Sumbereio 721.575.OOO 277.957.OOO 999.532.O00

66 Kandat Selosari 641.574.O00 2aa. t53.ooo 258.558.OOO t.l88.2A5.OOO

Kandat Karangrejo 721.575.OOO 320.783.OOO r.o42.354.000

6a Kandat Kandat 721.57 5.OOO 360.388.OOO r.08l.963.OOO

69 Kandat Cendono 641.574.OOO 24I.5a4.OOO 8a3. t5a.ooo

70 Kandat Ringinsari 641.574.OOO 174.OOO.OOO a 15.574.OOO

7t Kandat Tegalan 641.574,000 2o2.994.OOO 844.568.000

72 Kandat Ncletih 641.574.OOO 163_360.OOO a04.934.OOO

73 Kandat Purworeio 64I.574.OOO 204.722.OOO 846.296.OOO

74 Kandat Pule 72t.57 5.OOO 211.7 t2.OOO 936.247.OOO

3a

Kras

641.574.OOO

2t2.7a4.OOO
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75 Kandat Blabak 72r.575.OOO 236.265.OO0 957.840.OOO

76 Kandat Ngreco 72r.575.OOO 251.O79.000 972.654.OOO

77 Duwet 721..575.OOO 538.6a6.OOO 1.260.261.OOO

7A Poiok 721.57 5.OOO 362.a5l.OOO 1.O44.426.OOO

79 Segaian 64r.574.000 15a.a99.OOO aoo.473.ooo

80 Gadungan 641.574.OOO 242.779.OOO aa4.353.OOO

8l 641-574_OOO 97.200.OOO 73A.774.OOO

a2 Tawang 801.576.OOO 336.792.OOO 1.134.368.O00

J.iar 641.574.OOO 152.426.OOO 794.OOO.O00

84 Tunge 721.575.OOO 217.450,OOO 939.425.OOO

a5 Tempurejo 641.574.OO0 r7 t.205.ooo 412.779.OOO

a6 Plaosan 641.574.OOO 252. r94.000 893.76a.OOO

a7 Karan8anyar 641.574.OOO r57.6a2.OO0 799.2 .OOO

aa 721.575.U)O 2aa.l53.ooo 173.269.OOO i.142.997.000

39 Pagu 72t.575.OOO 312.449.OO0 t.o34.024.OOO

90 Joho 721.575.OOO r95.942.OO0 917.517.OOO

9l Silir 641.574.OOO l44.54a.OOO 786.122.OOO

92 Suruberagu ng 721.s7 5.OOO 2a7.63l.OOO 1 . OO9.206 .000

93 Sidomulyo 72t.s75.CnO 215.655.OOO 937.230.OOO

94 Janti 641.574.OOO rs2.62 r.ooo 794.195.OOO

95 Ngancar Sempu 641.574.OO0 361.204.OOO r.oo2.77a.o00

96 Ngancar Pandantoyo 72r.57 5-OOO 293.578.OOO r.o15.153.000

97 Ngancar Margourip 721.575.OOO 360.981.OOO l.oa2.s56-ooo

9a Ngancar Bedali 72t.575.OOO 394. rss.ooo l.l19.730.ooo

99 Ngancai Kuniang 721.575.OOO 324.O43,OOO l.045.6ta.ooo

loo Ngancar Mangrqis 641.574.OOO 18 r.138.OOO 422.7\2.OOO

to1 Ngancar Ngancar 641.S74.OO0 206.658-OOO 84a.2s2.OOO

t02 Ngancar Suglhwaras 641.574-OOO l6l.433.OOO ao3.oo7.ooo

l03 Ngancar Babadan 641.574.OOO 196.625.OOO 834.199.000

l04 Nganca-r Jagul 641.574.OOO r 50.106.ooo 79t.6aO.OOO

l05 Puncu 72I.575.OOO 288.153.OOO 50a.o52.o00 I .5 r 7.780. O00

106 h.rncu Asmorobangun 72t.575.OOO 562.497,O(n | .2a4 .O72 .O@

to7 Puncu ManRqis 72 r.575.OO0 24a.153.OO0 609-975.OOO I.619.703.000

loa Puncu Sidomulyo 721.575.OOO 325.157.OOO 1.046.732.OOO

r09 Watugede 641.574.OOO 293.4la.OOO 934.992.OOO

llo cadungan ao l.576.ooo 6to.277.OOO l..11l.a53.OOO

111 721.575.OOO 568.a19.O00 1.290.394.OOO

112 Satak 641.574.OOO 242.t64.OOO 443.738.000

113 Plosoklaten Condang 64 r.574.OOO 226.375.OOO a67.949.OOO

114 Plosoklaten Kayunao 641.574.OOO 232.774.OOO 474.348.OOO

r l5 Plosoklaten Panjer 64l.S74.OOO 113.909.OOO 755.4a3.000
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116 Plosoklaten Jarak 721.575.OOO 393.47r.O00 1.115.046.000

117 Plosoklaten Ploso Kidul 641.574.OOO 216.912.OOO a5a.486.OOO

1t8 Plosoklaten Ploso I,or 641.574.000 252.',J.64.OOO a93.73a.OOO

ll9 Plosoklaten Brenglqolo 721.57 5.OOO 205.362.000 926.937.OOO

120 Plosoklaten DonEanti 561.574.OOO 109.626.000 671.200.OOO

121 Plosoklatcn Kawedusan 72 t.575.OOO r45.3s6.o00 906.931.OOO

Plosoklaten Klanderan 641.574.OOO 144.416.O00 746.390.OOO

123 Plosoklaten Puniul 72)..57 5.CnO 314.785.OOO 1.036.360.O00

Plosoklaten Pranggang 72 L575.OOO 2Aa. r53.OOO 298-5I5.OOO L30a.243.OOO

125 Plosoklaten SumberagunL 721.57 5.OOO 2Aa.153.OOO 549.197.OOO r.558.925.OOO

126 Plosoklaten Wonoreio Trisulo 641.574.OOO 472.459.OOO 1.1r4.033.o00

127 Plosoklaten Sepawon 72t.575.OOO 248.153.OOO 500.777.OO0 l.5ro.so5.o@

124 Gurah Nglumbang 64r-574.000 193.640.000 835.214.000

129 Gurai Blimblng 641.574.OOO t24.7A4,OOO 766.3sa.O00

130 Curah Ngasem 64r.574.@O I4a.427.000 790.OO r.OOO

r31 Gurah Boqem 641.574.OOO I7a.641.000 a20.2l5.ooo

r32 G urah Kranggan 64r.574.OOO 49.093.000 730.667.OOO

133 Curah Turus 641.574.OO0 r26- 140.OOO 767 .714.OOO

t34 C urah Gabru 641 _ 574.fit() t32.724.OOO 774.29a.OOO

135 Gurah 721.575.OOO 274.384.OOO 995.959.OOO

136 Gurah Bangkok 721.575.OOO 2 r 5.1 18.OOO 936.693.OOO

t37 Curah Gurah 721.575.OOO 88.215.OOO a09.790.ooo

r38 Curah Banyuanyar' 641.574.OOO 142.547_OOO 824.121.OOO

r39 Curah Besuk 72r.s75-OOO 159.643.OOO aa1.2ra.oo0

1.10 Gurah Sumbercangkrinq 641.574.OOO t6a.902.ooo aro.476.000

141 Gurah Sukorejo 641.574.OOO r02.123_OOO 743.697.OOO

Curah Kerkep 64I.574_OOO 60.ao4.ooo 702.37a.0OO

I43 curah Gempolan 64t.571.OOO I l3.9l3.OOO 755.487.0OO

t44 G uran Tambakrejo 641.574.OOO 132.659.OO0 774,233.OOO

145 Gurah Tiru Kidul 721.575.OOO 200.722.OOO 922-297.OOO

r46 curah Tiru l,or 721.57 5.OOO 2aa- 153_ooo 330.568.000 1.340.296.OOO

t47 Gurah Gayam 721.575.OOO 150.219.000 a7 r.794.OOO

l4a Gurah Adan adan 721.575.OOO 200.447.OOO 922.O22.OOO

149 Pagu Bulupasar 641.574.OOO 288.153.OOO 163.731.000 l 093.45a.OOO

t50 Pagu Wonosari r4I.617.OOO 7a3.191.000

151 Pacu Ka'nbingan 641.574.OOO r3l.65a.ooo 773.232.OOO

Pagu Taniung 641.574.000 221.911.000 863.4a5.OOO

153 Pagu 641.574.OOO 98.097.000 739.671.OOO

r54 Pagu Menang 641.574.OOO 155.O52.O00 796.626.OOO

155 Pagu Tengger Kidul 641.s74.OOO t44.172.OOO 785.746.OOO

155 Pasu Semanding 641.574.OOO 172.125.000 813.699.OOO

641.574.OOO
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157 Pagu Sitimerto 641.574.OOO 111.496.000 753_47()-OOO

154 Paslr Pasu 721.575.OOO 14s.045.000 866.620.OOO

159 Pagu Bendo s61.574.OOO t07.96A.OOO 669.542.OOO

r.60 Pazu Semen 64t.574.Oo/] r 57.451.OO0 799.025.O00

16l Pagu Jagung 64 t.574.OOO 1s2.388.OOO 793.962.OOO

t62 Catlrpengreio Jongbiru 641.574.OO0 12 r.817.OOO 763.39I.000

163 Campengreio Putih 641.574.OOO 94.883.OOO 736.457.OOO

164 Gampengreio safibireio 641.574.OOO 247.767.OOO 929.341.OOO

165 Garnpengreio Kepuhre,o 641.574.OOO r 19.750.OOO 76t.324.OOO

166 Oampengreio Kalibelo 641.574.OOO I t3.19a-OOO 754.772.OOO

t67 Garnpengrejo Plosoreio 641.574.000 126-991_OOO 768.565.000

r68 carnpeDgreio Turus 641.574.000 r02.7a2.o00 744.356.000

t69 Gampengreio Sambiresik 641.574.000 162.09s.OOO 803.669.OOO

170 Carnpengreio Gampeng 641.574.OOO 1I2.563.OOO 754.137.OOO

17t Gampenqreio Ngebrak 641.574.OOO 153_4a2.OOO 79s.O56.000

Gampengrejo 641.574.OOO I39.109.OOO 780.683.OOO

r73 crogol Kalipang 641.574.OOO 436.S 13-OOO r.078.087.000

174 Grogol Grogol 721.575.OOO 273.A45.000 995.420.OOO

crogol Cerme 721.575.OOO 226.t27.OOO 947.702.OOO

176 Grogol 641.574.OOO 61.250.OOO 702.A24.OOO

177 Grogol Sonorejo 721.575.OOO 372.7aO.OOO r.094.355.0@

t7a Grogol Datengan 641.574.OOO 230.557.OOO 872.13 r.OOO

179 Groqol Surnbe.eio 64t.574.OOO 223.871.OOO 865.445.OOO

1ao crogol Cambyok 641.574-OOO 1A7.2t9.OOO 42a.793.OO0

t8t Grogol Bakalan 721.575.OOO 248.531.OOO 970.106.000

ta2 Papar Punnotengah 64 r.574.OOO 177.70A.OOO 419.282.OOO

143 Papar K\raron 561.574.OO0 .956.OOO 658.530.OOO

144 Papar MinRsiran 641.574.OO0 123.a6a.OO0 765.442.OOO

145 Papat Pehkulon 641.574.OOO 177.354.OOO 414.928.000

146 Papar Pehwetan 641.574.OOO 15r.699.OO0 793.273.OOO

ra7 Papar Dawuhan Kidul 641.574.000 ra7.105.o00 82a.679.OOO

laa Papar Janti 641-574.000 143.063.000 824.637.OOO

149 Papar Nga-rnpel 72 r.575.OO0 232.5a2.OOO 954.157.000

r90 Papar Kedungmalang 6.11.57.1.OOO r40.a60.ooo 7a2.434.OOO

r9l Papar Jambangan 641.574.OOO 142.945.OOO 784.519.000
Papai Maduretno

641.574.OOO 132.2o4.OOO 773.778.OOO

193 Papar Papar 721.575.OOO 177.496.OOO 899.O71.000

194 Papa-r Tanon 64 t.574.OOO 165.4a7.OOO ao7.06l.ooo

Papar Srikarorj 641.574.OOO I I5.A22.OOO 7s7.396.OOO

196 Papar Kepuh 641.574.000 r76.3a9.000 817.963.OOO

197 Papar Sukomoro 641.574.000 128.48I.000 770.455.OOO
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r9a Papat Puhiaiat 641.574.(nO 130.206.OOO 77 t.7AO.OOO

r99 Purwoasri Jantok 641.574.OOO 154.899.000 796.473.A)O

200 Pesing 641.574.OOO l67. t99.OOO 4o4.773.@0

201 Punroasri Mrangqen 64 r.574.OOO 104.400.ooo 745.974.O00

202 Purwoasri Purwoasri 641.574.OOO 93.Oa9.OOO 734.663.OO0

203 Purr aoasri WonotenAah 641.574.000 135.317.000 776.89 t.OOO

2o4 Ketawang 64r.574.OOO 148.4aa.OOO 790.062.O00

205 Purwoasri Belor 64 r.574.OO0 142.O3a.OOO 7a3.6l2.OOO

206 Purwoasri Blawe 64 r.574.OO0 129.976.OOO 771.550.OOO

207 Purwoasri Pa.rrdansar_i 641.574.OOO 129.792.OOO 771.366,OOO

208 Purwoasri Purwodadi 641.574.OOO 165.959.OOO ao7.533.OOO

2U) Purwoasri Bulu 641.574.OOO 226.A06.OOO 468.380.OOO

2 to Purwoasri Tugu 64I.574.OOO 184.792.OOO 426.366.OOO

2tt Pu rwoasri Sidomulyo 641.574.OOO 120.536.OOO 762.1 IO.OOO

212 Klampitan 641.574.OO0 171.597.000 8I3. 171.OOO

Purwoasri 64I.574.OOO r90.737.OOO 432.3 t l.OOO

2t4 Muneng 641.574.OOO 148.33a.OOO 7a9-gl2.mo

215 Purwoasri Merioyo 641_574_OOO I47.355.OOO 744.929.000

2t6 Mekikis 641.574.OOO t43.6aO.OOO 745.254.OOO

Purwoasri Karangpakis 641.574.OOO 187.780.OOO

218 Purwoasri Dayu 641.574.OOO 117.301.OOO 75A.a75.OOO

219 Purwoasri Dawuhan 641.574.OOO 30a.a66.ooo 950.440.OOO

220 Kempleng 641.574.OOO r98.034.OO0 439.608.OOO

Purwoasri Sumberio 641.574.OOO 175.50 r.OOO ar7.o75.ooo

222 Plemahan Langenhaiio 64 L.574.OOO I la.a99.ooo 760.4?3.OOO

223 Plemaian Tegowangr 72t.575.@O 253.692.OOO 975. 7.OOO

224 Plemahan Puhjarak 72 r.575.OOO 145.770.OOO 907.345.000

Plemahan Mejono 64I.574.OO0 1.59.232.OOO aoo-ao6.ooo

226 Plema}lan Payarnan 64 r-574.OOO t76.279.OOO a t 7.a53.ooo

Plemahan Bogokidul 641.574.OOO 96. r92.000 737.766.OOO

224 Plemahan Kayen [.or 641.574.OOO 123.276.OOO 764.850.OOO

229 Plemahan Wonokerto 641.574.OOO 104.239.OOO 745.813.OOO

230 Plemahan Ngino 72 r.575.000 l95.A79.OOO 917.454.OOO

23r Plemahan Sebet 641.574.OOO 141.775.OOO 743.349.OOO

Plemahan Baniareio 641.574.OOO l66.2l4.OOO ao7.7aa.ooo

Plemahan Sidowarek 72t.575.OOO 304.256.OOO 1.O25.4i)1.OOO

234 Plemahan Rrnginpitu 641_574.OO0 144.600.ooo 786.I74.OOO

235 Plemahan sukohario 721.575.OOO 22r.A2t.OOO 943.396.000

236 Plemahan Moioavu 641.574.OOO t32.476.OOO 774.O50.OO0

Plemahan Plemahan 641.574.OOO 203.656.OOO 84s.230.O00

234 Plemahan Moiokerep 641.574.OOO 182.038.OOO 823.612.OOO

829.354.OOO

232
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239 Pare Sidorejo 72 r.575.OOO 2ao.a64.ooo r.oo2.439.O00

240 Pare Sambireio 72 r.575.OOO 342.096.OO0 1.063.671.000

241 Pare cedangsewu aol.576.ooo 645.507.OOO 1.447.Oa3.OOO

Paie sumberbendo 721.575.OOO 254.802.OO0 9AO.377.OOO

243 Pare Daiungan 721.575.OOO t98.Ol9.OOO 919.594.OOO

244 Pare Bendo 72 t.575.OOO 132.164.OOO 453.739.O00

245 Pare Pelem 721_575.OO0 265.954.000 987.533.OOO

246 Pare Tulunqreio aot.576.ooo 3lo.44a.ooo 1. t 12.O24.OOO

247 Pare Tertek aol.576.000 3a9.3l6.OOO t. tgo_a92.om

244 Kepuns Kebonreio 641.574.OOO 3SO.27A.OOO 991.452.OOO

249 Kepune Kampungbaru 721.575.OOO 465.796.OOO 1.1a7.371.OOO

250 Kepung Besowo 72 r.575.OOO 288.r53.O00 540.514.OOO 1.550.242.OOO

Kepung Siman 721.57 5.OOO 432.191.OOO 1.I53.766.O00

Kepung Brumbung 721.575.OOO 292.772.OOO t.ol4.347.OOO

Kepung Kepunq ao I.576.OOO 2aa.153.OOO 624.469.000 r.7 ra. l9a.ooo

254 Kepung Krenceng 801.576.OOO 524.066.000 1.325.642.OOO

Kepung Kenconq 721.575.OOO 349.244.OOO l.o70.a19.ooo

2fi Kepunq Keling 72t.575.OOO 408.107.000 1.129.682,OOO

257 Xepung Damarwulan aot.576.000 288.153.OOO 3a7.5aa.ooo 1.477 .3t7.O@

254 KandanEan Kemiri 13I.841.000 773.415.OOO

2s9 Kandangan Klampisan 72t.575.OOO 356.559.000 r.078.134.O00

260 Kandangan l(arangtengah 398.625.O00 1.120.200.om

26r Kandangan Kasreman 641.574.OOO 153.21 1.OOO 794.745.OOO

262 Kandangan Jerukwangi 641.574.OOO )42.O2A.OOO 7A3.602.OOO

263 Kandanqan Jerukgulung 641.574.OOO 219.852.OOO 1.126.OOO

26+ Kandangan Jlumbang 561.574.OOO 103.742.OOO 665.316.OOO

265 Kandangan Bukur 641.574.OOO 130.447.OOO 772.O2t.OOO

Kandangan Kandangan 801.576.000 327.311.OO0 r.124-8a7.OOO

267 Kandangan Banaran 64 r.574.OO0 264.444.OOO s06_05a-ooo

264 Kandaflqan Mlancu 72 r.575.OOO 309.437.OOO

269 Kandangan Medowo 641.574.OOO 249.O51.OOO a90.625.O00

270 Tarokan Kalirong 64 r.574.OO0 310.923.OOO 952.497.O00

271 Tarokan Kaliboto 721.575.OOO 2a8,1s3.OOO 623.237.OOO 1.632.965.OOO

272 Ta-rokan Bulusari 80I.576.OOO 284. r53.000 aa2.231.OOO 1.971.960.OOO

273 Tarokan Ta-rokan ao1.576.000 28a.153.OOO r.240.595.O00 2.330.324.OOO

27+ Kedungsari 721.575.OOO 345.5S.OOO 1.067.131.OOO

Tarokan Sumberduren 641.574.OOO 267.139.OOO 90a.713.OO0

276 Taiokan Kerep 641.574.OOO a6l.514.OOO

277 Ta-rokan Blimbing 641.574.OOO 288.O25.OOO 929.599.OOO

274 Tarokan Jati 721.575.OOO 1 . 03 1 .579. OOO

279 Tarokan cengkok 641.574.000 226.OO3.OOO 467.577.OOO

641.574.OOO

721.575.000

266

l.03l.o12.ooo

219.940.O00

310.OO4.OO0
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2ao Kuniang Kuwik 641.574.OOO 23l.06l.OOO 872.635.O0O

2Al Kuniang Balongieruk 641.574.000 145.045.00O 7a6.6 t9.OOO

242 Ktrniang Kapas 641.574.OOO 167.407.OOO 808.9a1.OOO

243 Kunians Klepek 64 t.574.OOO 1s6.392.OOO 797.966.000

244 Kunjang Kuniang 641.574.OOO 145.710.000 7A7.2A4.OOO

285 Kunianq Kapi 641.574.000 I99.306.OOO 840.8aO.OOO

2 Kuniang Tengger l,or 64 | .57 4.t)OO l96.30a.ooo 437.482.O00

247 Kuniang 64 r.574.OOO 121.2a6.OOO 762.460.OOO

248 Kunianq Dungus 64r.574.OOO 213.540.OOO a55.1 t4.ooo

249 Kuniang 641.574.OOO 209.50a.ooo asr.0a2.o00

290 Kuniang Pakis 641.574.OOO 140.116.OOO 741.720.OOO

291 Kuniang Paielor 641.574.OOO 148.679.OOO 790.253.000

Banyakan Banyakan 72r.575.OOO 230.259.OOO 95l.a34.OOO

293 Banvalan Jatireio 721.57 5.OOO 344.426.OOO 1.066.OOl.O@

294 Banyakan Manyaran 721.575.000 356.073.000 1.077.648.O@

295 Banyakan Tiron 801.576.000 7s3.I 1 1.000 1.554.6a7.000

296 Banyakan Paranq 721.575.000 6s 1.329.000 1.372.904.O00

297 Banyakan Sendang 641.574.OOO 144.546.OO0 7a6.120.OO0

29a Banyakan Maron 721.575.OOO 17 t.772.OOO as3-347.OOO

299 Banyakan Ngablak 72 r.575.OOO 273.A90.OOO 995.465.000

300 Banyakan Jabon 721.575-OOO 177 .546.OOO 899.l21.OOO

301 Ringinreio Ringinrejo 721.575.000 257.53a.OOO 979.1 13.000

302 Rinsinreio Batuaii 72t.575.OOO 335.234.OOO L 055 .809. OOO

303 Ringioreio Deyeng 721.575.OOO 284.153.000 44a.670.OO0 t.45a.39a.OOO

304 Ringinreio Da\rrunE 721.575.OOO 349.417.OOO 1.110.992.000

305 Ringinreio Purwodadi 721.575.OOO 2s6.5l5.OOO 974.090.ooo

306 Ringin-reio Sambi 64 t.574.OOO 214.195.OOO 4ss.769.000

307 Rineinreio Susuhbalgo 64t.574.OOO 2o3.747.OOO 845.321.OO0

304 Ringinreio selodooo 72t.575.OOO 331.614.000 1.O53.193.O00

309 Ringinreio Narnbakan 641.574.OOO 244.153.000 239.809.OOO I.169.536.Om

3 ro Ringinreio Srikaton 641.574.OOO 246.915.OO0 aaa.4a9.ooo

311 Ringinreio Jemekan 721 .575.OOO 309.816.0OO 1.031.391.OOO

3t2 Kayen Kidul Baye 64 t.574.OOO 1s0.249.OOO 791.423.O00

3t3 IGyen Kidul BangsonEan 721.57 5.OOO 140.09a.OOO a6l.673.OOO

314 lGyen Kidul Senden 641.574.OOO 15a.372.OOO 799.946.O00

315 Kayen Kidul Sam birobyong 641.574.OOO 144.347.OOO 785.921.OOO

316 Kayen Kidul Mukuh 641.574.OOO t97.367.OOO

3t7 Kayen Kidul Sukohario 641.574.OOO r97.303.O00 a3a.a77.ooo

3la Kayen Kidul Jambu 721.575.OOO 202.729,OOO 924.304.OOO

3 19 Kayen Kidul Sekaran 641.574.000 169.437.OOO 811.0r l.ooo

320 lhyen Kidul Padangan 72 r.575.OOO 190.067.000 911.642.OOO

a3a.94 r.ooo
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Kayen Kidul Nangqungan 641.574.OOO 115.O21.OOO 756.595.OO0

322 Kayen Kidul Semambung 561.574.OOO 93.I88.000 654.762.OOO

323 Kayen Kidul Kayen Kidul 641.574.000 190.617.OOO 432. r9l.ooo

Ngasem Tugureio 72r.57 5.OOO 161.865.000 aa3.440.ooo

Ngasem Surnbereio 72t.57 5.CnO t6t.r95.ooo aa2.770.ooo

326 Ngasem 641-574.OOO t34.450.o00 776.424.OOO

327 Ngasem Gogorante 72 t.s7s.o00 126.994.OOO 444.573.000

Ngasem Doko 72 r.575.OOO 119.250.OOO a40.a25.ooo

329 Ngasem Sukoreio 721.575.OOO 143.456.OOO 865-O3 t.OOO

330 NEasem Ngasem 641.574.OOO 2Aa. r 53.OOO 144.5s8.OOO 1.O74.245.Oo.)

33r Ngasem Kalangreio 721.575.OOO 234.283.000 955.85a.OOO

Ngasem Kwadungan 641.574.OOO 2aa.153.OOO 135.926.OOO 1.065.65s.OOO

333 Ngasem Nambaan 641.574.000 145.592.OOO 787. r66.OOO

334 Ngasem Toyoresmi 641.574.OOO 154.188.OOO 795.762.OOO

335 Ngasem 64I_574.OOO 109.495.00o 751.,169.000

336 Canggu 80 r.576.OOO 299.975,OOO 1.lo1.5Sl.OOO

337 Badas Lamong 72t.S75.OOO 230.109.OOO 951.684.OOO

334 Badas Brinein 72t.575.OOO 214.594.OOO 936- 169.000

339 Badas Sekoto 72t.575.OOO 252.6 .OOO 974.26!.OOO

340 Badas Tunglur aol.576.oo0 30a.ol6.ooo 1 . I 09 .592. OOO

34r Badas Krecek a01.576.000 544.O76.OOO r.345.6s2.O00

342 Badas BIaru 72r.575.O00 2a9.8l3.OOO r.or r.3aa.o00

343 Badas Badas 721.575.OOO 313.455.OOO 1.035.030.OOO

JUML{H TOTAL
231.020-024.OOO 9.797.202.OOO 80.6A1.907.OO0 321.499. r33.000

BUPATI KEDIRI
ttd

HARYANTI SUTRISNO

Salinan sesuai dengan aslinya
A.N. SEKRETARIS DAERAH

Asisten Administrasi Pemerintahan
dan Kesej ahteraan Rakyat

u.b.
Plt. Kepala m

SUWONO
Penata Tingkat I

NrP. 19661125 198903 1010

Badas



-37 -

LAMPIRAN VI : PERATURAN BUPATI KEDIRI
NOMOR :5 TAHUN 2021
TANGGAL:10-2-2O21

PEDOMAN TEKNIS
PELAKSANAAN PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2021

BAB I
PENDAHULUAN

A. t atar Belakang
Corona Vints Dr-sease 2019 (COVID- 19) telah menimbulkan korban

jiwa, dan kerugian material yang semakin besar, sehingga berimplikasi
pada aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Penggunaan
Dana Desa Tahun 2O2O telab diprioritaskan untuk penanganan COVID-I9.
Kegiatannya berupa Desa tanggap Covid 19, Padat Karya T[rnai Desa, dan
Bantuan Langsung T\rnai Dana Desa. Selanjutnya, untuk memperkuat
adaptasi kebiasaan baru dan pemulihan ekonomi di Desa, penggunaan
Dana Desa Tahun 2O2O jwga difokuskan untuk membiayai Desa Aman
COVID-I9 dan Padat Karya Tunai Desa (PKTD) untuk pemberdayaan
ekonomi Desa melalui badan usaha milik desa.

Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 tetafr diarahkan pada jaring
pengaman sosial, Desa Aman COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional
yurng mencakup sektor strategis nasional. Sektor strategis nasional
meliputi:
1. sarana/prasarana energi;
2. sarana/ prasarana komunikasi;
3. sarana/ prasarana pariwisata;
4. pencegah an stunting; dan
5. pengembangan Desa inklusif.

B. Tujuan
1. Memberikan arah Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 untuk

pemulihan ekonomi nasional, progra:a,lr prioritas nasional, dan adaptasi
kebiasaan baru untuk mendukung pencapaian SDGs Desa.

2. Mengatur Prioritas Penggunaan Dana Desa, Penetapan Prioritas
Penggunaan Dana Desa, publikasi darr pelaporan, serta pembinaan,
pemantauan, dan evaluasi Prioritas Penggunaan Dana Desa.

C. Prinsip-Prinsip
Prioritas Penggunaan Dana Desa didasarkan pada prinsip:

1. Kemanusiaan adalah pengutamaan hak-hak dasar, harkat dan
martabat manusia;

2. Keadilan adalah pengutamaan pemenuhan hak dan kepentingan
seluruh warga Desa tanpa membeda-bedakan;

3. Kebhinekaan adalah pengakuan dan penghormatan terhadap
keanekaragaman budaya dan kearifan lokal sebagai pembentuk
kesalehan sosial berdasarkan nilai-nilai kemalusiaan universal;

4. Keseimbangan alam adalah pengutamaan perawatan bumi yang lestari
untuk keberlanjutan kehidupan manusia; dan

5. Kepentingan nasional adalah pengutamaan pelaksanaan kebijakan
strategis nasional untuk mewujudkan kesejahteraan ralgrat.
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BAB II
PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

A. SDGs Desa
Undang-Undang Desa memandatkan bahwa tujuan pembangunan

Desa adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas
hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan
kebutuhan dasar, pembangunan sar€ura dan pras€rrana Desa,
pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya
alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Yang dimaksud dengan
berkelanjutan adalah pembangunan Desa untuk pemenuhan kebutuhan
saat ini dilakukan tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi
Desa di masa depan.

Untuk mengoperasionalkan tujuan pembangunan Desa yang
dimandatkan oleh Undang-Undang Desa, maka penggunaan Dana Desa
diprioritaskan untuk mewujudkan 8 (delapan) tipologi Desa dan 18
(delapan belas) tujuan SDGs Desa sebagai berikut:

l. Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan
SDGs Desa I : Desa tanpa kemiskinan; dan
SDGs Desa 2 : Desa tanpa kelaparan.

2. Desa ekonomi tumbuh merata
SDGs Desa 8 : pertumbuhan ekonomi Desa merata;
SDGs Desa 9 : Infrastruktur dan inovasi Desa sesuai kebutuhan;
SDGs Desa 10 : desa tanpa kesenjangan; dan
SDGs Desa 12 : konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan.

3. Desa peduli kesehatan
SDGs Desa 3 : Desa sehat dan sejahtera;
SDGs Desa 6 : Desa layak air bersih dan sanitasi; dan
SDGs Desa 11 : kawasan permukiman Desa aman dan nyaman.

4. Desa peduli lingkungan
SDGs Desa 7 : Desa berenergi bersih dan terbarukan;
SDGs Desa 13 : Desa tanggap perubahan iklim;
SDGs Desa 14 : Desa peduli lingkungan laut; dan
SDGs Desa 15 : Desa peduli lingkungan darat.

5. Desa peduli pendidikan
SDGs Desa 4 : pendidikan Desa berkualitas.

6. Desa ramah perempuan
SDGs Desa 5 : keterlibatan perempuan Desa.

7. Desa berjejaring
SDGs Desa 17 : kemitraan untuk pembangunan Desa.

8. Desa tanggap budaya
SDGs Desa 16 : Desa damai berkeadilan; dan
SDGs Desa 18 : kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif.

Upaya pencapaian SDGs Desa dalam situasi dan kondisi Pandemi
COVID-19 tidaklah mudah, karena itulah, penggunaan Dana Desa 2O2l
diprioritaskan untuk membiayai kegiatan yang mendukung pencapaian 10
(sepuluh) SDGs Desa yang berkaitan dengan kegiatan pemulihan ekonomi
nasional; program prioritas nasional; dan adaptasi kebiasaan baru Desa.
10 (sepuluh) SGDs Desa tersebut adalah:
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1) Desa tanpa kemiskinan;
2) Desa tanpa kelaparan;
3) Desa sehat sejahtera;
4) keterlibatan perempuan Desa;
5) Desa berenergi bersih dan terbarukan;
6) pertumbuhan ekonomi Desa merata;
7) konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan;
8) Desa damai berkeadilan;
9) kemitraan untuk pembangunan Desa; dan
1O) kelembagaan Desa dinamis dan budaya Desa adaptif.

B. Pemulihan Ekonomi Nasional Sesuai Kewenangan Desa
Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi

nasional sesuai kewenangan Desa meliputi:
1. Pembentukan, pengembangan, dan revitalisasi badan usaha milik

Desa/badan usaha milik Desa bersama dan meliputi:
a. pendirian badan usaha milik Desa dan/ atau badan usaha milik

Desa bersama;
b. penyertaan modal badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha

milik Desa bersama;
c. penguatan permodalan badan usaha milik Desa dan/atau badan

usaha milik Desa bersama; dan
d. pengembangan usaha badan usaha milik Desa dan/atau badan

usaha milik Desa bersama yang difokuskan kepada pembentukan
dan pengembangan produk unggulan Desa dan/ atau produk
unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
1) pengelolaan hutan Desa;
2) pengelolaan hutan adat;
3) pengelolaan air minum;
4) pengelolaan pariwisata Desa;
5) pengolahan ikan (pengasapan, penggaraman, dan perebusan);
6) pengelolaan wisata hutan mangoue (tracking, jelajah mangftrue

dan wisata edukasi);
7) pelatihan sentra pembenihan mangroue dan vegetasi pantai;
8) pelatihan pembenihan ikan;
9) pelatihan usaha pemasaran dan distribusi produk perikanan;

dan
10) pengolahan sampah.

e. kegiatan lainnya untuk mewujudkan pembentukan, pengembangan,
dan revitalisasi badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha
milik Desa bersama yang sesuai dengan kewenangan Desa dan
diputuskan dalam Musyawarah Desa.

2. Penyediaan listrik Desa
a. pembangkit listrik tenaga mikrohidro;
b. pembangkit listrik tenaga biodiesel;
c. pembangkit listrik tenaga matahari;
d. pembangkit listrik tenaga angin;
e. instalasi biogas;
f. jaringan distribusi tenaga listrik (bukan dari Perusahaan Listrik

Negara); dan
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g. kegiatan lainnya untuk mewujudkan penyediaan listrik Desa yalg
sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam
Musyawarah Desa.

3. Pengembangan usaha ekonomi produktif
a. pembangunan usaha berskala produktif di bidang pertanian,

perkebunan, peternakan dan/atau perikanan yang difokuskan pada
pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan / atau
perdesaan;

b. pengembangan jasa serta usaha industri kecil dan/atau industri
rumahan yang difokuskan kepada pembentukan dan
pengembangan produk unggulan Desa dan/atau perdesaan;

c. penyediaan dan pengelolaan sarana/prasarana pemasaran produk
unggulan Desa dan/atau perdesaan;

d. pendayagunaan perhutanan sosial;
e. pendayagunaan teknologi tepat guna yang ramah lingkungan;
f. investasi usaha ekonomi produktif yang ramah lingkungan; dan
g. kegiatan lainnya untuk mewujudkan pengembangan usaha ekonomi

produktif ramah lingkungar yang sesuai dengan kewenangan Desa
dan diputuskan da-lam Musyawarah Desa.

C. Program Prioritas Nasional Sesuai Kewenangan Desa
Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk program prioritas nasional

sesuai kewenangan Desa meliputi:
1. Pendataan Desa

a. pendataan potensi dan sumberdaya pembangunan Desa;
b. pendataan pada tingkat rukun tetangga;
c. pendataan pada tingkat keluarga;
d. pemutakhiran data Desa termasuk data kemiskinan; dan
e. kegiatan pendataan Desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan

Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
2. Pemetaan potensi dan sumber daya pembangunan Desa

a. penyusunan peta potensi dan sumber daya pembangunan Desa;
b. pemutakhiran peta potensi dan sumber daya pembangunan Desa;
c. kegiatan pemetaan potensi dan sumber daya pembangunan Desa

lainnya yang sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam
Musyawarah Desa.

3. Pengembangan teknologi informasi dan komunikasi
a. pengembangan, pengelolaan dan pengintegrasian sistem

administrasi keuangan dan aset Desa dengan aplikasi digital yang
disediakan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi;

b. pengembangan, pengelolaan dan pengintegrasian sistem informasi
Desa yang berbasis aplikasi digital yang disediakan Kementerian
Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;

c. pengembangan keterbukaan informasi pembangunan Desa berbasis
aplikasi digital; dan

d. pengadaan sarana/ prasarana telo:ologi informasi dan komunikasi
berbasis aplikasi digital meliputi:

1) tower untuk jaringan internet;
2) pengadaan komputer;
3l Smortplwne; dan
4) langganan internet.
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e. kegiatan pengembang€rn, pengelolaan dan pengintegrasian teknologi
informasi dan komunikasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan
Desa yang diputuskan dalam Musyawarah Desa.

4. Pengembangan Desa wisata
a. pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana

dan prasarana Desa wisata;
b. promosi Desa wisata diutamakan melalui gelar budaya dan berbasis

digital;
c. pelatihan pengelolaan Desa wisata;
d. pengelolaan Desa wisata;
e. kerjasama dengan pihak ketiga untuk investasi Desa wisata; dan
f. kegiatan pengembangan Desa wisata lainnya yang sesuai dengan

kewenangan Desa yang diputuskan dalam Musyawarah Desa.
5. Penguatan ketahanan pangan

a. pengembangan usaha pertanian, perkebunan, perhutanan,
peternakan dan/ atau perikanan untuk ketahanan pangan;

b. pembangunan lumbung pangan Desa;
c. pengolahan pasca panen; dan
d. kegiatan penguatan ketahanan pangan lainnya yang sesuai dengan

kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

6. Pencegah an sfitnting di Desa
a. pengelolaan advokasi konvergensi pencegahan sinting di Desa

dengan menggunakan aplikasi digital electronic-Human Deuelopment
Worker(e-HDWI;

b. pemberian insentif untuk Kader Pembangr.rnan Manusia (KPM),

kader posyandu dan pendidik Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);

c. tindakan promotif dan preventif untuk pencegah an stunting melalui
rumah Desa sehat;

d. memberikan layanan peningkatan layanan kesehatan, peningkatan
gzr dar. pengasuhan anak melalui kegiatan:
1) kesehatan ibu dan anak;
2) konseling gizi;
3) air bersih dan sanitasi;
4) perlindungan sosial untuk peningkatan askes ibu hamil dan

menyusui serta balita terhadap jaminan kesehatan dan
administrasi kependudukan;

5) pendidikan tentang pengasuhan anak melalui Pendidikan Anak
Usia Dini (PAUD);

6) pengasuhan anak di keluarga termasuk pencegahan perkawinan
anak; dan

7) pendayagunaan lahan pekarangan keluarga dan tanah kas Desa
untuk pembangunan Kandang, Kolam dan Kebun (3K) dalam
rangka penyediaan makanan yang sehat dan bergizi untuk ibu
hamil, balita dan anak sekolah.

7. Pengembangan Desa inklusif
a. kegiatan pelayanan dasar untuk kelompok marginal dan rentan

yaitu: perempuan, anak, lanjut usia, suku dan masyaralat adat
terpencil, penghayat kepercayaan, disabilitas, kelompok masyarakat
miskin, dan kelompok rentan lainnya;

b. penyelenggaraan forum warga untuk penyusunan usulan kelompok
marginal dan rentan;

c. pemberian bantuan hukum bagr kelompok marginal dan rentan;
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d. penguatan nilai-nilai keagamaan dan kearifan lokal untuk
membentuk kesalehan sosial di Desa; dan

e. kegiatan lainnya untuk mewujudkan Desa inklusif yang sesuai
dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah
Desa.

D. Adaptasi Kebiasaan Baru Desa
Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk adaptasi kebiasaan baru

Desa meliputi:
1. Desa Aman COMD- 19

a. Agenda aksi Desa Aman COVID-l9 diantaranya:
1) menerapkan secara ketat adaptasi kebiasaan barr:

a) seluruh warga Desa memakai masker ketika ke luar rumah;
b) terdapat tempat cuci tangan pakai sabun dan air mengalir

yang siap pakai di setiap tempat umum, antara lain di depan
warung, toko, dan los pasar, di tempat ibadah, tempat
pelayanan umum seperti balai Desa, poskesdes, dan lain-
lain; dan

c) senantiasa jaga jarak dalam setiap aktivitas di ruang umum
dan di dalam ruangan.

2) merawat sebagian ruang isolasi Desa agar sewaktu-waktu siap
digunakan ketika dibutuhkan.

3) mempertahankan pos jaga Desa guna:
a) mendata dan memeriksa tamu yang masuk Desa;
b) mendata dan memeriksa kondisi kesehatan warga yang keluar

masuk Desa;
c) mendata dan memeriksa warga yang baru datang dari rantau;

dan
d) merekomendasikan warga Desa dari rantau atau warga Desa

yang kurang sehat untuk karantina mandiri.
b. Transformasi relawan Desa lawan COVID-19 menjadi relawan Desa

Aman COVID-19 dengan struktur sebagai berikut:
1) Ketua : Kepala Desa
2) Wakil : Ketua Badan Permusyawaratan Desa
3) Anggota:

a) Perangkat Desa;
b) Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
c) Kepala Dusun atau yang setara;
d) Ketua Rukun Warga;
e) Ketua Rukun Tetangga;
f) Pendamping Lokal Desa;
g) Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH);
h) Pendamping Desa Sehat;
i) Pendamping lainya yang berdomisili di Desa;
j) Bidan Desa;
k) Tokoh agama;
l) Tokoh adat;
m) Tokoh masyarakat;
n) Karang Taruna;
o) Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK); dan
p) Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD).
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4) Mitra :

a) Bhayangkara Pembina Keamanan
Masyarakat (Babinkamtibmas) ;

b) Bintara Pembina Desa (Babinsa); dan
c) Pendamping Desa.

dan KeterLiban

5) Tugas relawan Desa aman COVID-l9:
a) melakukan sosialisasi tentang adaptasi kebiasaan baru di

Desa untuk berdisiplin menjalankan protokol kesehatan
yaitu: memakai masker, menjaga jaraJ<, dan cuci tangan;

b) mendata penduduk rentan sakit, seperti orang tua, balita,
serta orang yang memiliki penyakit menahun, penyakit
tetap, dan penyakit kronis lainnya, serta mendata keluarga
yang berhak mendapat manfaat atas berbagai kebijakan
terkait jaring pengamanan sosial dari Pemerintah Pusat
maupun daerah, baik yang telah maupun yang belum
menerima; dan

c) melakukan penyemprotan disinfektan jika diperlukan,
menyediakan tempat cuci tangan dan/atau cairan pembersih
tangan (hand sanitizerf di tempat umum.

BAB III
PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

A. Kewenangan Desa
l. Prioritas Penggunaan Dana Desa dilal<ukan berdasarkan peraturan

Desa mengatur mengenai Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-
Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.

2. Apabila Desa tidak memiliki peraturan Desa mengatur mengenai
Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan tokal
Berskala Desa, maka dasar penentuan Prioritas Penggunaan Dana
Desa adalah Peraturan Bupati tentang Daftar Kewenangan Desa
Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan lokal Berskala Desa
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Apabila tidak memiliki Peraturan Bupati tentang Daftar Kewenangan
Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Iokal Berskala
Desa, maka Desa tetap dapat menentukan Prioritas Penggunaan Dana
Desa sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini.

B. Swakelola
1. Program dan/atau kegiatan yang dibiayai dengan Dana Desa harus

dilaksanakan secara swakelola oleh Desa sesuai ketentuan Peraturan
Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor
17 Tahun 2Ol9 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan
Pemberdayaan Masyarakat Desa.

2. Desa dalam melaksanakan swakelola penggun€ran Dana Desa dapat
melakukan pengadaan barang dan jasa sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan tentang pengadaan barang dan jasa di Desa.

3. Kegiatan pengembangan kapasitas masyarakat Desa misalnya : studi
banding, pelatihan pra-tugas kepala Desa, pengembangan kapasitas
Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang didanai Dana Desa
dilaksanakan secara swakelola oleh Desa atau Badan Ke4jasama Antar-
Desa, dan dilarang dikerjakan oleh pihak ketiga.
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C. Padat Karya Tunai Desa (PKTD)
1. Penggunaan Dana Desa diutamakan untuk dilaksanakan dengan pola

Padat Karya T\rnai Desa (PKTD);
2. Peke{a diprioritaskan bagt penganggur, setengah penganggur,

Perempuan Kepala keluarga (PEKKA), anggota keluarga miskin, serta
anggota masyarakat marginal lainnya;

3. Besaran anggaran upah kerja paling sedikit 507o (lima puluh persen)
dari total biaya per kegiatan yang dilakukan menggunakan pola PKTD;

4. Pembayaran upah ke{a diberikan setiap hari;
5. Pelaksanaan kegiatan Padat Karya T\rnai Desa (PKTD) dikelola dengan

menerapkan protokol kesehatan untuk menjaga para pekerja dari
COVID-l9, meliputi : menggunakan masker, menerapkan jarak aman
antara satu pekeq'a dengan peke{a lainnya minimum 2 (dua} meter,
dan warga Desa yang sakit dilarang ikut bekerja di PKTD.

6. Jenis kegiatan Padat Karya Tlrnai Desa (PKTD) meliputi antara lain:
a. Pertanian dan perkebunan untuk ketahanan pangan.

1) pemanfaatan lahan kosong milik Desa untuk tanaman pangan
dan perkebunan;

2) pemanfaatan lahan kosong milik warga untuk penanaman
sayurarl dan lain-lain; dan

3) penanaman tumpang sari tanaman pokok di lahan-lahan
perkebunan.

b. Restoran dan wisata Desa.
1) kebersihan tempat wisata yang dikelola Badan Usaha Milik Desa

dan/ atau Badan Usaha Milik Desa bersama;
2) kebersihan tempat kuliner yang dikelola Badan Usaha Milik

Desa dan/ atau Badan Usaha Milik Desa bersama; dan
3) membuka partisipasi warga untuk berusaha di lokasi-lokasi

wisata.
c. Perdagangan logistik pangan.

1) pemeliharaan bangunal pasar;
2) Badan Usaha Milik Desa dan/atau Badan Usaha Milik Desa

Bersama berperan sebagai aggregator untuk membeli komoditas
Desa untuk dijual kembali di pasar yang lebih luas;

3) Badan Usaha Milik Desa dan/ atau Badan Usaha Milik Desa
Bersama memberikan talangan kepada petani dan pengusaha
kecil untuk melakukan produksi; dan

4) tambahan penyertaan modal Badan Usaha Milik Desa dan/atau
Badan Usaha Milik Desa Bersama kepada produksi yang
menguntungkan di Desa.

d. Perikanan.
1) pemasangan atau perawatan karamba bersama;
2) bagr hasil budidaya ikan air tawar melalui Badan Usaha Milik

Desa dan /atau Badan Usaha Milik Desa Bersama; dan
3) membersihkan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan tempat

penjualan ikan lainnya yang dikelola Badan Usaha Milik Desa
dan/atau Badan Usaha Milik Desa Bersama.

e. Peternakan.
1) membersihkan kandang ternak milik Badan Usaha Milik Desa

dan/atau Badan Usaha Milik Desa Bersama;
2) penggemukan ternak bersama dengan sistem bagi hasil yang

dikelola Badan Usaha Milik Desa dan/atau Badan Usaha Milik
Desa Bersama; dan
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3) ke{a sama Badan Usaha Milik Desa dan/atau Badan Usaha
Milik Desa Bersama dan peternak dalam pemanfaatan kotoran
ternak untuk pupuk organik.

f. Industri pengolahan dan pergudangan untuk pangan
l) perawatan gudang milik Badan Usaha Milik Desa dan/atau

Badan Usaha Milik Desa Bersama;
2) perawatan alat penggilingan padi milik Badan Usaha Milik Desa

dan/atau Badan Usaha Milik Desa Bersama; dan
3) penyewaan gudang secara murah yang sebagian dibayar melalui

Dana Desa.

D. Penentuan Prioritas Penggunaan Dana Desa
Penentuan Prioritas Penggunaan Dana Desa dilakukan melalui

penilaian terhadap daftar program /keglatan pembangunan Desa untuk
difokuskan pada upaya pemulihan ekonomi nasional, program prioritas
nasional, dan adaptasi kebiasaan baru Desa yang mendukung SDGs Desa.
Hal-hal yang diperhatikan dalam penentuan Prioritas Penggunaan Dana
Desa adalah sebagai berikut:
1. berdasarkan permasalahan dan potensi penyelesaian masalah yang ada

di Desa dipilih program/kegiatan yang paling dibutuhkan masyarakat
Desa dan yang paling besar kemanfaatannya untuk masyarakat Desa,
sehingga Dana Desa dilarang untuk dibagi rata;

2. program dan/atau kegiatan yang direncanakan harus lebih banyak
melibatkan masyarakat Desa khususnya Padat Karya Tunai Desa
(PKTD);

3. program dan/atau kegiatan yang direncanakan harus dilaksanakan
secara swakelola dengan menggunakan sumberdaya yang ada di Desa;

4. program daa/atau kegiatan yang direncanakan harus dipastikan
adanya keberlanjutan manfaat lagi generasi mendatang; dan

5. program dan/ atau kegiatan yang direncanakan harus dikelola secara
partisipatif, transparan dan akuntabel.

Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa dilaksanakan melalui
aplikasi digita-l yang disediakan oleh Kementerian Desa, Pembangunan
Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

E. Pengembangan kegiatan di luar Prioritas Penggunaan Dana Desa
Penggunaan Dana Desa Tahun 2O2l diprioritaskan untuk menjalankan
ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020
tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitasi Sistem Keuangan
untuk Penanganan Panderni Corona Viru.s Disea.se 2019 (COVID-l9)
dan/atau dalam rangka menghadapi ancarnan yang membahayakan
Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi
Undang-Undang, maka pembangunan kantor kepala Desa, balai Desa
dan/atau tempat ibadah tidak diperbolehkan.

F. Tahapan Perencanaan Penggunaan Dana Desa
l. Keterbukaan informasi pembangunan Desa

Desa menginformasikan secara terbuka kepada masyarakat Desa hal-
lal s6lagai berikut:
a. data Desa serta peta potensi dan sumber daya pembangunan Desa;
b. dokumen RPJMDesa;
c. program/ proyek masuk Desa;
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d. besaran €rnggarzrn Desa dan sumber pembiayaan pembangunan
Desa; dan

e. kebijakan Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk pemulihan
ekonomi nasional, program prioritas nasional, dan adaptasi
kebiasaan baru Desa yang mendukung SDGs Desa.

2. Musyawarah dusun/kelompok
b. warga Desa mendiskusikan rencana Prioritas Penggunaan Dana

Desa berdasarkan data dan informasi yang diberikan oleh Desa
melalui berbagai forum diskusi.

c. Tim penyusunan RPJM Desa atau Tim penyusunan RKP Desa
menyelenggarakan musyawarah dusun/kelompok untuk
mendiskusikan rencana Prioritas Penggunaan Dana Desa.

d. masyarakat Desa merumuskan usulan prcgram dan kegiatan yang
diprioritaskan untuk didanai dengan Dana Desa; dan

e. hasil Musyawarah dusun/kelompok menjadi usulan warga dalam
Musyawarah Desa.

3. Musyawarah Desa
Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa dibahas dan

disepakati dalam Musyawarah Desa. Masyarakat Desa wajib mengawal
usulan Prioritas Penggunaan Dana Desa agar dibahas dan disepakati
dalam Musyawarah Desa. Berita acara Musyawarah Desa menjadi
pedoman dalam penyusunan dokumen RPJMDesa, RKP Desa, dan APB
Desa.

BAB IV
PUBLIKASI DAN PELAPORAN

A. Publikasi
Prioritas Penggunaan Dana Desa wajib dipublikasikan oleh

Pemerintah Desa kepada masyarakat Desa di ruang publik yang dapat
diakses masyarakat Desa yang dilakukan secara swakelola dan partisipatif
dengan melibatkan peran serta masyarakat Desa.

Sarana publikasi Prioritas Penggunaan Dana Desa dapat dilakukan
melalui:
1. baliho;
2. papan informasi Desa;
3. media elektronik;
4. media cetak;
5. media sosial;
6. uebsiteDe*;
7. selebaran (leafletl;
8. pengeras suara di ruang publik; dan
9. media lainnya sesuai dengan kondisi di Desa.

B. Pelaporan
1. Pelaporan Prioritas Penggunaan Dana Desa dikelola dengan

mengggunakan aplikasi sistem informasi Desa yang disediakan oleh
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

2. Ba$ Desa-Desa yang tidak memiliki akses internet sehingga tidak
dapat menggunakan aplikasi sistem informasi Desa secara online, dapat
melakukan pelaporan Prioritas Penggunaan Dana Desa secara offine
dengan difasilitasi oleh Tenaga Pendamping Profesional.
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BAB V
PEMBINAAN

1. Pembinaan, pemzrntauan dan evaluasi Prioritas Penggunaan Dana Desa
dilaksanakan dengan menerapkan pendekatan digital yaitu menggunakan
aplikasi sistem informasi Desa yang disediakan oleh Kementerian Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

2. Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah kabupaten
mengendalikan penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2O2l
secara berjenjang dengan memberikan arahan pembinaan kepada Desa
melalui mekanisme online.

3. Kepala Desa memberikan tanggapan dan informasi bajik kepada
Pemerintah Daerah kabupaten, Pemerintah Daerah provinsi, dan
Pemerintah Pusat secara online.

4. Pemantauan penetapan Prioritas penggunaan Dana Desa dilakukan
menggunakan mekanisme sistem peringatan dini dan sistem tanggap dini
yang dikelola secara tersentralisasi.

5. Masyarakat Desa berhak menyampaikan pengaduan kepada Kementerian
Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, serta Kantor
Staf Presiden (KSP), sebagai berikut:
a. L,ayanan telepon
b. Layanan SMS Center
c. l.ayanan Wlutsapp
d. l,ayanan PPID

Layanan Sosial Media

1500040
087788990040, 08 1 288990040
087788990040
Biro yang membidangi Hubungan
Masyarakat Kementerian Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi

e @Kemendesa (tutittefi;
Kemendesa. J l.facebookl ;

kemendesaPDTl (instograml ;

sipemandu.kemendesa.eo.id ; dan
5) utebsite http: www.lapor.so.id (LAPOR

Kantor Staf Presiden KSP).

BAB VI
PENCA]RAN DANA DESA

A. Dana Desa :

1. Kepala Desa / Penjabat Kepala Desa/pelaksana Tugas Kepala Desa
dalam rangka Pencairan Dana Desa di Rekening Kas pemerintah Desa
pada Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Kediri / Cabang
Pembantu, disampaikan hal-hal sebagai berikut :

a. Pencairan dana Kesatu Dana Desa (sesuai kebutuhan kegiatan
berdasarkan bidang masing-masing).
1) Persyaratan pencairan, yaitu :

a) Kegiatan-kegiatan berdasarkan l,aporan realisasi
penyerap€rn dan capaian keluaran Dana Desa Tahun
Anggaran 2020 sudah selesai IOO %o;

b) Surat Pertanggungiawaban (SpJ) kegiatan-kegiatan
berdasarkan l-aporan realisasi penyerapan dan capaian
keluaran Dana Desa Tahun Anggaran 2020 sudah selesai
IOO o/o 

;
c) la.poran realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana

Desa Tahun Anggaral 2020 ;

r)
2l
3)
4l
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2) Semua persyaratan-persyaratan tersebut diatas disampaikan
kepada Tim Fasilita.si Kecamatan, sebagaimana format
verifikasi pencairan dana Kesatu Dana Desa terlampir ;

3) Berdasarkan hasil verifikasi tersebut, Camat mengeluarkan
Surat Keterangan dilampiri lembar hasil verifrkasi pencairan
disampaikan kepada Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur
Cabang Kediri / Cabang Pembantu bahwa Desa telah
memenuhi persyaratan untuk melakukan pencairan dana
Kesatu Dala Desa.

b. Pencairan dana Kedua Dana Desa (sesuai kebutuhan kegiatan
berdasarkan bidang masing-masing).
1) Persyaratan pencairan, yaitu :

a) Kegiatan-kegiatan realisasi pencairan dana Kesatu sudah
selesai minimal 90 7o ;

b) Surat Pertanggungjawaban (SPJ) realisasi pencairan dana
Kesatu sudah selesai minimal 90 7o;

2) Semua persyaratan-persyaratan tersebut diatas disampaikan
kepada Tim Fasilitasi Kecamatan, sebagaimana format verifrkasi
pencairan dana Kedua Dana Desa terlampir ;

3) Berdasarkan hasil verifikasi tersebut, Camat mengeluarkan
Surat Keterangan dilampiri hasil verifrkasi pencairan
disampaikan kepada Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur
Cabang Kediri / Cabang Pembantu bahwa Desa telah memenuhi
persyaratan untuk melalukan pencairan dana Kedua Dana
Desa.

c Pencairan dana Ketiga Dana Desa (sesuai kebutuhan kegiatan
berdasarkan bidang masing-masing).
l) Persyaratan pencairan, yaitu :

a) Kegiatan-kegiatan realisasi pencairan dana Kedua sudah
selesai minimal 90 7o ;

b) Surat Pertanggungiawaban (SPJ) pencairan dana Kedua
sudah selesai minimal 90 7o ;

2) Semua persyaratan-persyaratan tersebut diatas disampaikan
kepada Tim Fasilitasi Kecamatan, sebagaimana format verifikasi
pencairan dana Ketiga Dana Desa terlampir ;

3) Berdasarkan hasil verilikasi tersebut, Camat mengeluarkan
Surat Keterangan dilampiri hasil verifikasi pencairan
disampaikan kepada Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur
Cabang Kediri / Cabang Pembantu bahwa Desa telah memenuhi
persyaratan untuk melakukan pencairan dana Ketiga Dana
Desa.

B. SiLPA Dana Desa :

1. Penggunaan SiLPA Dana Desa untuk kegiatan antara lain :

a. Mendanai kegiatan lanjutan yang sampai dengan akhir tahun
anggaran belum selesai ;

b. Mendanai kegiatan lain yang sesuai dengan penggunaannya tahun
2021.

2. Pencairan SiLPA Dana Desa :

a. Kepala Desa/ Penj abat Kepala Desa/ Pelaksana Tlrgas Kepala Desa
dalam rangka pencairan SiLPA Dana Desa di Rekening Kas
Pemerintah Desa pada Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur
Cabang Kediri / Cabang Pembantu, dengan ketentuan sebagai
berikut :

l) Kegiatan-kegiatan berdasarkan Laporan realisasi penyerap.rn
dan capaian keluaran Dana Desa Tahun Anggaran 2O20 sudah
selesai IOO o/o.
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2) Surat Pertanggungiawaban (SPJ) kegiatan-kegiatan berdasarkan
Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa
Tahun Anggaran 2O2O sudah selesai IOO %.

3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa
Tahun Anggaran 2020.

4) Peraturan Desa tentang AngJEaran Pendapatan dan Belanja Desa
/ Perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2021.

b. Semua persyaratan-persyaratan tersebut diatas disampaikan
kepada Tim Fasilitasi Kecamatan, sebagaimana format verifikasi
pencairan SiLPA Dana Desa terlampir.

c. Berdasarkan hasil verifikasi tersebut, Camat mengeluarkan Surat
Keterangan dilampiri lembar hasil verifrkasi pencairan disampaikan
kepada Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Kediri /
Cabang Pembantu bahwa Desa telah memenuhi persyaratan
untuk melakukan pencairan SiLPA Dana Desa Tahun Anggaran
2021 .

d. Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa/ Pelaksana Tugas Kepala Desa
menyampaikan l,aporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran
atas SiLPA Dana Desa Tahun Anggaran 2O2l kepad,a Bupati c/q.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
Kabupaten Kediri, seba gaimana format terlampir.

C. Tim Fasilitasi Kecamatan sebagaimana tersebut diatas terdiri dari :

- Camat / Pelaksana Tugas ;
- Sekretaris Camat / Pelaksana Tugas ;
- Kasi PMD; dan
- Kasi Pemerintahan.

D. Kasi PMD dan Kasi Pemerintahan sebagaimana dimaksud huruf D apabila
terjadi kekosongan jabatan, maka dapat dilaksanakan oleh staf / pijabat
yang di tunjuk oleh Camat dengan Surat Penunjukan.

E. Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa/ Pelaksana Tugas Kepala Desa
menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan keluaran Dana Desa
kepada Bupati c/q.. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Pemerintahan Desa Kabupaten Kediri terdiri atas :

1. l.aporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa Tahap I
Tahun Anggaran 2021.

2. l,aporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai
dengan tahap II Tahun Anggaran 2021.

3. la.poran rea]isasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa Tahun
Anggatan 2O21.

F. Pertanggungjawaban pelaksanaan Dana Desa terintegrasi dengan
pertanggunglawaban APBDes, sehingga bentuk pertanggungiawabannya
adalah pertanggungiawaban pelaksanaan APBDes yang dituangkan
dalam Peraturan Desa.

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH

Asisten Administrasi Pemerintahan
dan Kesejahteraan RalcJrat

u.b.
Plt. Kepala

SUWONO
Penata Tingkat I

NrP. 19661125 198903 1010

BUPATI KEDIRI,
ttd

HARYANTI SUTRISNO
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Format Verifikasi Pencatan Dana Kesatu DANA DESA

PERSETUJUAN TIM VERIFIKASI PENCAIRAN DANA KESATU DANA DESA

KECAMATAN

DESA
TAHUN 202'l

Berdasarkan hasil pemeriksaan kelengkapan persyaratan pencairan dana Kesatu
DANA DESA oteh Tim Fasilitasi Kecamatan, maka dapat disetujui sebagai berikut :

A. MEMENUHI SYARAT dan bisa digunakan untuk mengajukan pencairan dana.

B. TIDAK MEMENUHI SYARAT dan tidak bisa digunakan untuk mengajukan pencairan
dana.

Persetujuan ini dibuat pada tanggal :

Tim Fasilitasi Kecamatan :

NO. URAIAN
T{ASIL PEMERIKSAAN

ADA TIDAK
ADA

I
Kegiatan-kegiatan Fisik dan Non Fisik Pencairan Dana
Desa Tahun Anggaran 2020 sudah selesai 1O0 7o.

,2 Surat Pertanggungiawaban (SPJ) Pencairan Dana Desa
Tahun Anggaran 2O2O sudah selesai 1OO 7o.

3
Laporan realisasi penyerapan dan capaian output
Dana Desa Tahun Anggaran 2020.

NO. NAMA JAE}ATAN TANDA TANGAN

I

2

3

4

Camat

Sekretaris Camat

Kasi PMD

Kasi Pemerintahan

1

2._

CEK LIST KELENGKAPAN PERSYARATAN PENCAIRAN DANA KESATU DANA DESA

3._
4._
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Format Verifikasi Pencairan Dana Kedua DANA DESA

PERSETUJUAN TIM VERIFIKASI PENCAIRAN DANA KEDUA DANA DESA

KECAMATAN

DESA
TAHUN 2021

CEK LIST KELENGKAPAN PERSYARATAN PENCAIRAN DANA KEDUA DANA DESA

Berdasarkan hasil pemeriksaan kelengkapan persyaratan pencairan dana Kedua
DANA DESA oleh Tim Fasilitasi Kecamatan, maka dapat disetujui sebagai berikut :

A. MEMENUHI SYARAT dan bisa digunakan untuk mengajukan pencairan dana.

B. TIDAK MEMENUHI SYARAT dan tidak bisa digunakan untuk mengajukan pencairan
dana.

Persetujuan ini dibuat pada tanggal :

Tim Fasilitasi Kecamatan :

NO. URAIAN
HASIL PEMERIKSAAN

ADA TIDAK
ADA

1
Kegiatan-kegiatan Fisik dan / atau Non Fisik
pencairan dana Pertama sudah selesai minimal 90 7o.

,2 Surat Pertanggungiawaban (SPJ) pencairan dana
Pertama sudah selesai minimal 90 %.

NO. NAMA JAI}ATAN TANDA TANGAN

1

2

3

4

Camat

Sekretaris Camat

Kasi PMD

Kasi Pemerintahan

I

3

4

2._
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Format Verifikasi Pencairan Dana Ketisa DANA DESA

PERSETUJUAN TIM VEzuFIKASI PENCAIRAN DANA KETIGA DANA DESA

KECAMATAN

DESA
TAHUN 2021

CEK LIST KELENGKAPAN PERSYARATAN PENCAIRAN DANA KETIGA DANA DESA

Berdasarkan hasil pemeriksaan kelengkapan persyaratan pencairan dana Ketiga
DANA DESA oleh Tim Fasilitasi Kecamatan, maka dapat disetujui sebagai berikut :

A. MEMENUHI SYARAT dan bisa digunakar untuk mengajukan pencairan dana.

B. TIDAK MEMENUHI SYARAT dan tidak bisa
dana.

digunakan untuk mengajukan pencairan

Persetujuan ini dibuat pada tanggal :

Tim Fasilitasi Kecamatan :

NO. T]RAIAN
HASIL PEMERIKSAAN

ADA TIDAK
ADA

1

Kegiatan-kegiatan Fisik dan / atau Non Fisik Dana
Desa pencairal dana Kedua sudah selesai minimal
9O "/o-

2
Surat Pertanggungiawaban (SPJ) Dana Desa pencairan
dana Kedua sudah selesai minimal 90 %.

NO. NAMA JABATAN TANDA TANGAN

I

2

3

4

Camat

Sekretaris Camat

Kasi PMD

Kasi Pemerintahan

1

2

3

4
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Format Verifikasi Pencairan SiLPA DANA DESA

PERSETUJUAN TIM VEzuFIKASI PENCAIRAN SiLPA DANA DESA

KFCAMATAN

DESA
TAHUN '2021.

CEK LIST KELENGKAPAN PERSYARATAN PENCAIRAN SiLPA DANA DESA

Berdasarkal hasil pemeriksaan kelengkapan persyaratan pencairan dana SiLPA ADD oleh
Tim Fasilitasi Kecamatan, maka dapat disetujui sebagai berikut :

A. MEMENUHI SYARAT dan bisa digunakal untuk mengajukan pencairan dana.

B TIDAK MEMENUHI SYARAT dan
dana.

tidak bisa digunakan untuk mengajukan pencairan

Persetujuan ini dibuat pa.da tanggal :

Tim Fasilitasi Kecamatan :

NO. URAIAN
HASIL PEMEzuKSAAN

ADA
TIDAK
ADA

I
Kegiatan-kegiatan berdasarkan la.poran realisasr
penyerapErn dan capaian keluaran Dana Desa
Tahun Anggaran 2O2O sudah selesai 100 %.

2

Surat Pertanggungjawaban (SPJ) kegiatan-kegiatan
berdasarkan l,aporan realisasi penyerapan dan
capaian keluaran Dana Desa Tahun Anggaran
2O20 sudah selesai IOO o/o.

Laporan realisasi penyerapan dan capaian
keluaran Dana Desa Tahun Anggaran 2020.

4
Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa / Perubahan APB Desa Tahun
Ang,s.eran 2O27.

NO. NAMA .]AEIATAN TANDA TANGAN

1

2

3

4

Camat

Sekretaris Camat

Kasi PMD

Kasi Pemerintahan

1

2

4

J.
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LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PER SUMBERDANA

PEMERINTAH DESA

TAHUN ANGGARAN 2O2I

Sumberdana : DD Silpa Dana Desa Realisasi s.d

KODE
REK URAIAN

ANGGARAN
(Rp)

REALISASI
(Rp)

LEBIH/
KURANG (Rp)

1 3 4 5

BtrLANJA

JUMLAH BELANJA

SURPLUS / (DEFISIT)

6 PEMBIAYAAN

PEMBIAYAAN NET"TO

srsA LEBrH/ (KURANG)
PERHITUNGAN ANGGARAN

KEPALA DESA

2

5.



LAMPIRAN VtI: PERAIURAN BUPATI KEDIRI

NOMOR :5 TAHUN 2021

TANGGAL,Io-2-2021

a Format Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Keluaran Dena Dcsa
LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DAN CAPAIAN KELUARAN DANA DESA

TAHAP .,.....,......T4HUN ANGGARAN 2O2 1

PEMERTNTAH DESA ..................

KECAMATAN KABUPATEN KEDIRI

PatuDesa: Rp......,...,..............

REKENING
URAIAN

URAIAN
KELUARAN

VOLUME
KELUARAN

CARA
PENGADAAN

ANGGARAN REALISASI SISA 9/" CAPAIAN
KELUARAN

TENAGA
KER.]A

DURASI UPAH KPM BLT
KEI'

1 2 Rp. Rp. Rp Orang Hari Rp KK RF

1 2 3 4 5 6 8=6-7 9 11 12 13 14 i5

PEIIDAPATAIT

TRANSFER

DANA DESA

JUULAH PENDAPATAN

BELANJA

BIDAN(} PEITYELEII(XiARAAN
PEIIERI NTAHAN DESA

SUB BIDANG

KEGIATAN.,...

dst

BIDANG PELAI{SANAAN
PEItrBANGU}IAN DESA

SUB BIDANG .

KEGIATAN..

dst

I 2 3 5 6 8=6-7 9 10 12 13 14 I5

10

11

----r---

=

l
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BIDANG PEUBINAAN
I{EItrASYAR.AIIATAN DESA

SUB BIDANG .

KECIATAN .

dst

BIDANG PEMBERDAYAAN
UASYARAI{AT DESA

SUB BIDANG

KEGIATAN .

dst ,.,.

BTDAIIG PENANq}ULAITGAN
BENCAIfA, REAI'A3I{ DARURAT
DAI{ MENDF^9AX DEAA

SUB BIDANG
PET{AI{q}ULANGAN BENCAI{A

Belanja Tak Tcrduga

Belanja Tak Terduga

Belanja Tak Telduga

Kegiatan

dst

SUB BIDAIIG X.EADAAN
DARURAT

Keadaan Darurat

Belanja Tak Terduga

Belanja Tak Terduga

Belanja Tak Terduga

SUB BIDAT{G KEADAAN
UENDESAI(

Keadaan Me[desak
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Belanja Tak Tqrduga

Belanja Tak Terduga

Belanja Tak Terduga

l. Bantuan LantsunS Tunai (BLTI

BLT Bulan Pertama

BLT Bulan ke....dst

PEIf,BIAYAA}I

Pen(eluarad Pemblayaan

Penyertaan Modal Desa

Penyertaan Modal Desa
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b. Format laporan konvergensi pencegahal stunfrhg tahun anggaran sebelumnya

LAPORAN KONVERGENSI PENCEGAHAN STUI.ITING TINGKAT DESA

TERHADAP SASARAN RUMAH TANGGA I.OOO HARI PERTAMA KEHIDUPAN (HPK)

l(abupaten

Desa

KecaInatan

Tahun

TABEL 1. JUMI,AH SASARAN I.OOO HPK (IBU HAMIL DAN ANAK O.23 BULAN)

SASARAN
JUMLAH TC'TAL RUMAH

TANCGA 1.OOO HPK

IBU HAMIL ANANO-23BUI-{N

TOTAL KEK/RESTI TOTAL
CIZI KURANG/ GIZ
BURUK/ SrUr9TTrVC

JUMLAH

TABEL 2. HASIL PENCUKURAN TIKAR PEETUMBUHAN (DE"TEKSI DINI STUNTING)

SASARAN
JUMT.AH TCTTAL

ANAKUSIAO_23
BULAN

HIJAU (NORMAL)
KUNINC
(RESTKO

STUMING)
MERAH (TERINDIKASI STLINTNTC}

JUMI,AH

TABEL 3. KELENCKAPAN KON/ERGENSI PAKET I-AYANAN PENCEGAHAN STUNflNG BAGI I.OOO HPK

SASARAN INDIKATOR JUMLAH o/o

IBU HAMIL

PERIKSA 4 KALI SEI,AMA KEHAMILAN

2 MENDAPAT DAN MEMINUM PIL FE SDLAMA 90 HARI

IBU BERSALIN MENDAPAT LAYANAN PEMERIKSAAN NIFAS 3
KALI

,l MENGIKUTI KONSELING GIZI KELAS IBU MINIMAL 4 KALI

5
IBU HAMIL (KEK/RESTI) MENDAPAT KUNJUNGAN RUMAH
BUt.ANAN

6 RUMAH TNGGA IBU HAMIL MEMLIKI AKSES AIR MIMUN AMAN

7
KUMAH IAN(J(JA It'U HAMIL M!'MILIKI SAI<ANA JAMTJAN
LAYAK

8 MEMILIKI JAMINAN KESEHATAN

ANAK USIA
o-23

BULAN (O 2
TAHUN)

1
ANAK USIA < 12 BUI-A.N MENDAPAT TMUNISASI DASAR
LENGKAP

2 DITIMBANG BERAT BADAN RUTIN SSTIAP BULAN

3 DIUKUR PANJANG/TINGGI BADAN 2 KALI DAIAM SETAHUN

I ORANG TUA PENGASUH MENGIKUTI KONSELING GIZI
BUI.ANAN

LAKI-LAKI/T(yTAL

KUNJUNGAN RUMAH
BU RUK/ KU RANG/ STUNTING

BAGI ANAK GIZI

6
RUMAH TANGCA ANAK O-2 TAHUN MEMILIKI AKSES AIR
MINUM AMAN

RUMAH TANGGA ANAK O-2 TAHUN MEMIUK AKSES AIR
MINUM AMAN

a ANAK O-2 TAHUN JAMINAN KESEHATAN

9 ANAK O.2 TAHUN A}(TE KELAHIRAN

10
ORANG TUA PENGASUH MENGIKLITI PAREMING BULANAN
(PAUD)

ANAK > 2,6
TAHUN I

ANAK >2.6 TAHUN AKIIF DALAM KECIATAN PAUD MIN]MAL
80!ro

TABEL 4. TINCKAT KOI.IVERGENSI DESA

1


